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A. Latar Belakang Masalah
Pada dasarnya pembangunan adalah suatu perubahan sosial. Dalam proses ini 
perubahan tidak hanya diharapkan terjadi pada taraf kehidupan masyarakat tetapi juga 
pada peranan dari unsur-unsur yang terlibat dalam proses pembangunan yaitu negara 
dan  masyarakat.  Suatu  pembangunan  dikatakan  berhasil  tidak  hanya  apabila 
pembangunan itu menaikkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga harus diukur dengan 
sejauhmana  pembangunan  itu  dapat  menimbulkan  kemauan  dan  kemampuan  dari 
suatu  masyarakat  untuk  mandiri,  dalam  arti  kemauan  masyarakat  itu  untuk 
menciptakan  pembangunan  dan  melestarikan  serta  mengembangkan  hasil-hasil 
pembangunan, baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari 
prakarsa  yang  datang  dari  luar  masyarakat.  Di  negara-negara  yang  sedang 
berkembang,  termasuk  Indonesia,  negara  yang  mempunyai  peranan  yang  sangat 
sentral  dalam proses  pembangunan.  Negara tidak  hanya  membiayai  pembangunan 
tetapi  juga  merencanakan  dan  melaksanakan  pembangunan,  sedang  anggota 
masyarakat  hanyalah  berfungsi  sebagai  konsumen  pembangunan,  di  mana  mereka 
tinggal menerima dan menikmati hasil pembangunan yang dibiayai dan direncanakan 
negara (Loekman Soetrisno, 1988;13) 
Sebagai  realisasi  pencapaian  tujuan  pembangunan,  maka  pemerintah 
mengambil  suatu  kebijakan  melalui  strategi  pembangunan,  baik  secara  sektoral 
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maupun regional yang diharapkan saling menunjang, melengkapi dan mewujudkan 
pembangunan  secara  nyata  Hinggins  (dalam  Mubyarto,  1987  :  272-274) 
mengemukakan masalah  yang dihadapi  oleh  masyarakat  Pertanian  Indonesia  tidak 
dapat dipecahkan dengan program pertanian saja, hanya industrialisasi yang mampu 
mengubah pengagguran tersembunyi menjadi pekerja produktif. Artinya industri akan 
membuka peluang bagi bursa tenaga kerja terhadap pengangguran yang besarnya 40,8 
juta sebagaimana dikemukakan oleh Meteri Sosial pada acara Seminar di Makassar. 
Kemerosotan  tenaga  kerja  di  daerah  pedesaan,  ada  kecenderungan 
memperlihatkan  gejala-gejala  penurunan,  sebagaimana  hasil  penelitian 
menggambarkan  bahwa  ekonomi  pertanian  di  pedesaan  mengalami  kemerosotan 
penerapan tenaga kerja. Penerapan tenaga kerja ini  mempengaruhi tingkat  upah di 
sektor  pertanian  cenderung  menurun.  Gejala  ini  tidak  menutup  kemungkinan 
berpengaruh  luas  terhadap  munculnya  peralihan  pekerjaan  (mobilitas  horizontal), 
seiring  meningkatnya  tenaga  kerja  imigran.  Kebijakan  pembangunan  PT.  KIMA, 
merupakan  salah  satu  bentuk  proses  yang  mengarah  kepada  (Dinamika  Ekologi), 
akan melewati  lima tahap sebagaimana dikemukakan oleh Arlina G. Latief (1992) 
disebutkan  :  (1).  Sentralisasi  pengelompokkan  berbagai  aktivitas,  (2).  Konsentrasi 
yakni pemusatan kegiatan, (3). Segregasi sosial, (4). Invasi dan (5). Suksesi. 
Gejala munculnya dampak konflik pembangunan di Indonesia dimulai sejak 
awal tahuan 1990-an, di mana masyarakat melakukan protes melalui unjuk rasa dan 
atau  kekerasan  untuk menentang  pemerintah  atau  pengelola  proyek  fisik  di  suatu 
lokasi tertentu. Protes terjadi pada saat proyek disiapkan sampai proyek beroperasi. 
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Pada tahap persiapan, biasanya masyarakat memprotes rencana pembangunan, karena 
mereka akan tergusur atau karena ganti rugi yang mereka peroleh tidak memadai atau 
karena dampak yang diakibatkannya merusak lingkungan. 
Pada  tahap  pelaksanaan,  biasanya,  protes  terjadi,  karena  dampak  yang 
ditimbulkannya,  baik  yang  bersifat  sosial  maupun  lingkungan  fisik.  Bahkan 
hubungan antara korporasi stakeholder, khususnya pada industri ekstraktif akhir-akhir 
ini  mengalami  banyak  gangguan.  Konflik  banyak  mewarnai  dalam  interaksi 
korporasi-komunitas yang disebabkan oleh berbagai persoalan. Dalam kaitan ini, apa 
yang  sebenarnya  terjadi  dalam  interaksi  di  tingkat  komunitas  adalah  adanya 
perubahan dalam tata hubungan antara korporasi dan stakeholdernya.  Selain itu, di 
tingkat  komunitas  juga  terjadi  perubahan  struktural,  akibat  adanya  industri 
pembangunan pabrik. 
Industrialisasi  yang  pada  hakekatnya  adalah  modernisasi  juga  membawa 
dampak dibidang kependudukan yaitu terjadinya urbanisasi, perpindahan penduduk 
dari desa ke kota. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi lain yaitu masalah tempat 
tinggal. Menurut Sobari (2007; 248-249) ”melalui kebijakan industrialisasi misalnya, 
perluasan  kota  merupakan  kebutuhan yang  mendesak.  Jakarta  seperti  dicontohkan 
merupakan pusat industri terbesar di Indonesia kemudian dikembangkan kedaerah-
daerah  pinggiran  implikasi  terhadap  kota-kota  dan  desa-desa  sekeliling  menjadi 
sangat terasa. Desa-desa kemudian diserap oleh dan  menjadi bagian pusat. Sebagai 
akibatnya,  komunitas-komunitas  kota  mulai  mengalami  perubahan  radikal  yang 
berjangka  panjang.  Perubahan  ini  termasuk  nilai-nilai  sosial,  ikatan-ikatan  antar 
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pribadi,  pola-pola  tata  guna  lahan,  pola-pola  kegiatan  pencarian  penghasilan  dan 
orientasi sosiopolitiknya. Pembangunan juga menyebabkan runtuhnya bentuk struktur 
sosial desa yang tradisional. Biaya sosial dan pembangunan tampaknya selalu mahal. 
Penduduk desa ditarik  sumbangan yang terlalu  besar  untuk pembangunan,  namun 
merima manfaat  yang terlalu  kecil  karena strategi  pembangunan diarahkan terlalu 
banyak pada kota ketimbang daerah-daerah pedalaman. 
Kondisi seperti digambarkan di atas menyebabkan kebutuhan lahan semakin 
meningkat baik untuk keperluan industri maupun untuk pemukiman baru. Kenyataan 
ini  menyebabkan  penduduk  asli  yang  umumnya  petani  semakin  terpinggirkan. 
Hasilnya, orang Betawi terus-menerus harus mengalami proses penyesuaian dengan 
situasi-situasi yang terus berubah di mana mereka semakin termajinalisasi. Sementara 
itu posisi marjinal mereka dalam hal tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan 
mereka  tidak  terserap  oleh  sektor-sektor  modern.  Keterbelakangan  di  bidang 
pendidikan ini membuat penduduk asli semakin tersaingi oleh etnis pendatang baru 
yang telah mempunyai akses pada bidang pendidikan, akhirnya mengakibatkan jarak 
sosial  yang semakin  melebar  antara mereka  dengan para pendatang baru tersebut. 
Oleh karena itu, pembedaan antara yang berpendidikan tinggi (para pendatang) dan 
berpendidikan rendah (orang Betawi), menimbulkan jarak sosial dan mengubah pola-
pola hubungan komunal yang sudah ada menjadi satu pola pelapisan sosial  dalam 
makna mereka (Betawi) menjadi terbawahkan. 
Max  Weber  (Parker,  1990  :  4),  ”melihat  adanya  suatu  bahaya  akibat 
industrialisasi terhadap kebebasan individu dan integritas ilmu-ilmu sosial”. Berbeda 
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halnya dengan sektor kerja tani dengan pekerjaan yang homogen, industri menuntut 
adanya pembagian kerja. Hal ini membawa konsekwensi sosiologis dalam kehidupan 
sosial.  Emile  Durkheim  (Parker,  1990  :  5)  mengatakan  dalam  tesisnya  ”bahwa 
pembagian kerja dalam masyarakat serta perbedaan tugas dan aturan adalah sumber 
dari perbedaan hirarki seseorang atau kelompok dalam masyarakat dan merupakan 
sumber terbentuknya organisasi-organisasi sosial”. 
Pernyataan Max Weber dan Durkheim tersebut menunjukkan bahwa adanya 
industri akan mempengaruhi pola pembagian kerja pada masyarakat di mana industri 
itu  ditempatkan.  Jika  sebelumnya,  dalam  kultur  masyarakat  tani  tidak  terdapat 
pembagian  kerja,  maka  dengan  adanya  industri  pula  akan  mengalami  perubahan 
karena  tuntutan  jenis  pekerjaan  yang  dikehendaki  oleh  industri.  Kenyataan  inilah 
yang menuntut adanya upaya penyesuaian dengan bentuk pembagian kerja berdasar 
pola  industri,  sebab  jika  tidak,  akan  timbul  disharmoni  yang  selanjutnya 
menimbulkan efek yang serius terhadap eksistensi sistem sosial budaya yang sudah 
mapan.  Selain  dari  itu,  adanya  industri  pada  suatu  tempat  atau  (desa)  juga  akan 
membawa dampak lingkungan yang serius. Keruakan lingkungan, pencemaran air, 
tanah,  dan  udara  merupakan  hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  oleh  berbagai 
kalangan karena akibat yang ditimbulkan jauh lebih parah dibanding dampal sosial 
budaya.  Penelitian  Abustam (1990:  420-421) menyatakan bahwa gerak penduduk, 
pembangunan dan perubahan sosial terhadap tiga komunitas padi sawah di Sulawesi 
Selatan memberikan gambaran yang meyakinkan yakni, pengaruh yang ditimbulkan 
antara lain terjadi perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. 
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Dalam  bidang  pendidikan  misalnya,  yang  mempengaruhi  struktur 
kepemimpinan desa (Birokrasi desa), sistem pelapisan sosial, peralihan kepercayaan, 
perubahan-perubahan pada lembaga perkawinan, struktur keluarga, dan keterbukaan 
terhadap gagasan-gagasan baru. 
Ciri-ciri  komunitas  mulai  menunjukkan  ciri-ciri  masyarakat  peralihan. 
Migrasi permanen dan besarnya pengaruh ini merupakan cermin terjadinya perubahan 
sosial  ekonomi  selama  sepuluh  tahun  terakhir.  Beberapa  implikasi  timbulnya 
sehubungan  dengan  dampak  gerak  penduduk  yang  selalu  melibatkan  perubahan-
perubahan  dalam  beberapa  subsistem  lain  dalam  masyarakat.  Karena  itu,  gerak 
penduduk hendaknya dilihat sebagai bagian integral dalam proses perubahan sosial 
ekonomi.  Gerak  penduduk  dapat  mengakibatkan  perubahan  pendapatan,  dan 
perubahan pendapatan dapat menyebabkan gerak penduduk. Gerak penduduk dapat 
mengakibatkan  perubahan  dalam kedudukan  sosial  seseorang,  dan  orang  tersebut 
mungkin berpindah karena perubahan-perubahan dalam kedudukan sosial mereka. 
Industrialisasi juga berkaitan dengan pergeseran okupasi sehingga berdampak 
terhadap penciptaan tenaga kerja terutama tenaga kerja wanita sekalipun pendapatan 
mereka bekerja di pabrik rendah. Keluarga miskin seringkali terpaksa mengirim anak 
perempuan mereka bekerja di pabrik. Kecenderungan ini dengan alasan yang jelas 
adalah  karena  keluarga  semacam ini  membutuhkan lebih dari  satu pencari  nafkah 
dalam  keluarga.  Alasan  yang  lain  adalah  sulitnya  mencari  pekerjaan  disektor 
pertanian. Terbayang dalam angan-angan kita bahwa uang yang diperoleh gadis-gadis 
belia ini mengalir kerumah tangga orang tua mereka. Dengan demikian mereka sudah 
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menunaikan kewajiban mereka selaku anak perempuan yang baik. Selain hal diatas 
mereka sudah menunaikan kewajiban terhadap orang tuannya. Hal lain yang sangat 
problematik yang dialami tenaga kerja perempuan ini adalah menerima upah rendah. 
Dimana  perusahaan  pabrik  yang  sudah  mapan  mempunyai  kecenderungan  untuk 
mempekerajakan buruh wanita. Mitos yang dikenal di kalangan perusahaan ini ialah 
bahwa wanita merupakan tenaga kerja yang murah dan cekatan. Mitos ini ternyata 
didukung  oleh  kenyataan.  Diane  L  Wolf  (Dewi  Haryani  S,  1987  :  311)  yang 
mengadakan  penelitian  di  suatu  tempat  di  Jawa Tengah  menemukan  bahwa upah 
yang diterima laki-laki 40 persen lebih tinggi dari pada upah buruh wanita. Pada hal 
pekerjaan mereka lakukan tidaklah berbeda. Hal yang sama juga dijumpai di negara-
negara lain. Noeleen Heyzer (Dewi Haryani, 1987 : 311) mengemukakan bahwa upah 
buruh wanita di pabrik testil di Hongkong 30 persen lebih rendah apabila di banding 
dengan uaph buruh laki-laki. 
Hasil  perbandingan  upah  antara  buruh  laki-laki  dan  buruh  wanita  yang 
dipaparkan  diatas  menunjukkan  perbedaan  yang  cukup  besar.  Pada  hal  pekerjaan 
mereka dapat  dikatakan sama.  Suatu pertanyaan yang menggeliak mengapa buruh 
wanita menerima ”ketetapan” ini ? Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan untuk 
menjawab  pertanyaan  ini.  Celia  Mather  menunjukkan  bahwa norma-norma  sosial 
yang dianut oleh para buruh wanita ini dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan-
perusahaan besar. Pada umumnya buruh wanita ini menaruh hormat kepada laki-laki, 
tertuma yang usianya lebih tua dari mereka. Oleh karena itu perusahaan cenderung 
melakukan pengerahan (recruitment) tenaga kerja lokal melalui peminpin desa, baik 
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pemimpin formal maupun pemimpin informal. Biasanya tokoh desa ini berpesan agar 
para buruh wanita menjaga tingka laku mereka agar supaya mereka maupun tokoh 
yang mengerahkan mereka tidak kehilangan muka. Di samping itu penelitian Mather 
di  Tangeran  ini  juga  mengungkapkan  bahwa  perusahaan  memperoleh  banyak 
keuntungan dari sikap malu dan takut yang dimiliki oleh buruh wanita (Dewi Haryani 
S, 1987 : 312). 
Dari uraian diatas tampak gambaran kehidupan buruh wanita begitu suram. 
Kalau demikian halnya mengapa mereka tetap bertahan dipabrik ? Hasil penelitian 
Diane L Wolf (Dewi Haryani S, 1987 : 313) menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai 
buruh pabrik dipertahankan karena memberi upah yang tetap. Aliran upah yang tetap 
ini kadang-kadang diperlukan oleh rumah tangga orang tua mereka pada masa-masa 
sulit.  Selain  faktor  ini  ada  pula  keuntungan  non-ekonomis  yang  diperoleh  buruh 
wanita  ini.  Keuntungan  non-ekonomis  yang  pertama  adalah  bahwa  mereka 
memperoleh ”simbol status” yang unik. Simbol status ini tercermin dari kulit yang 
terang atau bersih karena tidak terbakar sinar mata hari. Hal ini menunjukkan bahwa 
mereka  tidak  melakukan  ”pekerjaan  kasar”.  Keuntungan  non-ekonomis  lainnya 
adalah karena bisa mengecap gaya hidup modern yang ditunjukkan dengan rok dan 
kosmetika  yang  mereka  pakai.  Selain  itu  dengan  bekerja  di  pabrik  mereka 
mempunyai kesempatan lebih banyak untuk bertemu dengan teman laiki-laki. Dengan 
demikian besar kemungkinan mereka untuk bertemu dengan calon pasangan hidup 
mereka. Barangkali keuntungan non-ekonomis ini mereka anggap sebagai semacam 
konpensasi  bagi  keuntungan  ekonomis  yang  terbatas.  Yang  jelas  sampai  hari  ini 
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masih banyak buruh wanita yang setiap hari  berbondong-bondong pergi ke pabrik 
untuk bekerja. 
Buruh pabrik sekitar pabrik masih digolongankan sebagai golongan ekonomi 
feriperal.  Menurut  soetrisno (1985:  11-17)  ada  beberapa  sebab mengapa ekonomi 
gologan  feriperal  belum  dapat  menjamin  ketentraman  lahir  bathin  golongan  ini. 
Pertama,  karena  ekonomi  golongan  ini  pada  tingkat  desa  sangat  ditentukan  oleh 
kebijakan ekonomi yang diambil golongan kaya di desa terhadap golongan feruiperal 
sebagai  reaksi  golongan kaya  terhadap kebijakan pemerintah  dalam pembangunan 
pertanian. Dicontohkan revolusi hijau yang hanya bisa dinimakti oleh golongan kaya. 
Kedua, beberapa persyaratan agronomis yang mendukung pelaksanaan revolusi hijau 
menyulitkan golongan feriperal desa untuk menikmati hasil pembangunan pertanian. 
Dicontohkan hilangnya kesempatan petani gurem menjadi buruh tani pada usaha tani 
orang kaya  akibat  anjuran revolusi hijau menanam serentak.  Pada hal kesempatan 
menjadi  buruh tani  tersebut  bagi  petani  gurem memegang peranan penting  dalam 
perekonomiannya.  
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa  proyek 
pembangunan  pabrik  menimbulkan  dampak  yang  cukup  luas  bagi  masyarakat. 
Petama, perusakan lingkungan hidup, yang pada akhirnya mempengaruhi pola mata 
pencaharian, pekerjaan dan hubungan sosial.  Kedua, peningkatan ketegangan sosial, 
akibat-akibat  perubahan-perubahan  yang  teralalu  cepat.  Ketiga,  timbulnya  konflik 
antar kelompok antar generasi atau antar rakyat dengan pemerintah, sehingga terjadi 
disharmoni  dalam  masyarakat.  Keempat,  timbulnya  kesenjangan  sosial,  terutama 
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antara  penduduk  asli  dengan  pendatang.  Kelima,  adanya  keinginan-keinginan 
ekonomi, karena ganti rugi tanah yang tidak memadai.  Keenam, munculnya ketidak 
pastian  hidup terutama bagi  yang  tergusur.  Ketujuh,  gangguan-  psikologis,  seperti 
stress atau depresi bagi yang terpaksa harus beralih mata pencaharian atau kesulitan 
menyesuaikan diri dengan tempat yang baru (Lihat hasil penelitian Ngadisah: 2002). 
Segregasi  dalam pengembangan perkotaan,  dapat  mengarahkan  peneliti  lebih  jauh 
melihat  dampak  keberadaan  PT.  KIMA.  Hasil  penelitian  telah  membuktikan 
diantaranya  yang  dilakukan  Kartosudirjo  Suhartono  (dalam  Sulistyo,1995:4-5), 
menyatakan  bahwa,  pemberontakan-pemberontakan  petani  di  Jawa  pada  masa 
kolonial, merupakan protes atas eksploitasi ekonomi yang membawa kemiskinan bagi 
petani, dan pekerja pabrik. Selanjutnya studi yang dilakukan oleh Deddy T. Tikson 
(1999)  terhadap  perusahaan  pertambangan  Nikel  di  Soroako  Sulawesi  Selatan 
menemukan bahwa, kehadiran perusahaan tersebut tidak memberi pengaruh positif 
pada tiga suku masyarakat  lokal (Padoe, Korong Sie dan tambe) meskipun dalam 
operasi  bisnisnya,  berjalan  selama  32  tahun.  Masyarakat  lokal  menurut  analisis 
Tikson,  justru  diprolektarianisasikan  dan  dimarjinalisasikan  disebabkan,  investasi 
asing tidak merangsang dan mengatur perekonomian lokal, dan tidak menumbuhkan 
kesejahteraan masyarakat lokal, dengan memperlihatkan dukungan aktivitas ekonomi 
mereka.  Selain  itu  operasi  pertambangan  turut  memperburuk  keadaan  hutan  yang 
merupakan sumber mata pencaharian masyarakat lokal. 
Diantara penelitian-penelitian di atas yang sudah pernah dilakukan, penelitian 
ini  diarahkan  untuk  melengkapinya,  dengan  melihat  reaksi  masyarakat  terhadap 
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dampak-dampak proyek pembangunan pabrik, terutama dampak negatif dari sebuah 
proyek pembangunan kawasan industri. Oleh karena, demikian meresahkan dampak 
proyek pembangunan pabrik terhadap masyarakat yang ”terkena”,  atau yang harus 
dikorbankan itu, maka muncul keberanian pada masyarakat tertentu untuk memprotes 
atau melawan kebijakan pemerintah yang membangun proyek di kawasan tertentu. 
Di antara banyak kasus yang diprotes itu, ada satu kasus yang sangat penting 
untuk  di  teliti,  yaitu  protes  terhadap  pembangunan  pabrik  PT.  Kawasan  Industri 
Makassar (KIMA) yang terletak di Keluraham Daya Kota Madya Makassar, Propinsi 
Sulawesi Selatan. Perubahan besar dalam hampir semua lapangan hidup masyarakat 
sedang melanda Kecamatan Biringkanaya tepatnya Kelurahan Daya dan sekitarnya 
pada masa akhir-akhir ini. Jalan raya yang menghubungkan daerah ini dengan Kota 
Makassar  dan Maros,  semuanya  telah  diaspal  sehingga sarana transportasi  berupa 
angkutan  umum  sangat  lancar  berpuluh-puluh  mobil  colt  dan  sejenisnya  yang 
melewati jalan ini dengan memuat orang maupun barang. Kelurahan daya bagaikan 
disulap dengan berdirinya sebuah kawasan industri (PT. KIMA) telah menjadi lebih 
ramai, sibuk dan semarak dengan pendatang-pendatang baru dari luar yang membawa 
gaya dan sikap hidup yang berada dari warga masyarakat setempat. Becak, kuli kasar, 
pedagang  makanan  dan  pasar,  serta  terminal  merupakan  pemandangan  baru  yang 
mulai  menyesakkan  ”kota”.  Rumah-rumah  baru  dibangun  dengan  gaya  arsitektur 
modern dari bahan tembok dan batu, sebagian besar dihuni oleh penduduk lama tapi 
sebagian lain telah kedatangan pendatang baru dengan cara menyewa atau indekos. 
Kehidupan malam yang  selama ini  kelam di  antara  warna stereotip  ”jawara” dan 
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”sihir”,  sekarang  telah  berubah  menuju  bentuk  kenikmatan  dan  kesenangan 
masyarakat  urban.  Imigrasi  adalah  ciri-ciri  utama  dari  pertambahan  penduduk  di 
daerah ini. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini diarahkan pada pertanyaan-
pertanyaan mendasar sebagai berikut : Apakah yang telah terjadi di sini sebenarnya? 
Apakah yang telah mengharu biru kegiatan masyarakat ini ?. Memang banyak faktor 
yang kita bisa dipersoalkan, tetapi faktor utama tidak salah lagi tentu berada pada 
pembangunan pabrik (PT. KIMA).  
 
B. Rumusan Masalah
Dampak  Pembangunan  merupakan  concomitant  change yaitu  kalau  terjadi 
perubahan dalam bidang industri/teknologi akan serentak pula terjadi pada perubahan 
kehidupan  baik  dalam  bidang  sosial-budaya  dan  politik.  Hasil  perubahan  ini 
merupakan  hubungan  perilaku  masyarakat  dengan  lingkungan  industri  yang 
konsekuensinya  mengubah  perilaku  sikap  dan  mata  pencaharian  masyarakat 
sekitarnya.  Atas  dasar  pemikiran  tersebut  di  atas,  penelitian  ini  diarahkan  empat 
permasalahan pokok sebagai pertanyaan penelitian (question research) : 
a. Bagaimana  Dampak  Sosial-budaya  terutama  sikap  masyarakat  sekitarnya 
mengenai keberadaan PT. KIMA di Kelurahan Daya ? 
b. Bagaimana dampak sosial ekonomi terutama mata pencaharian hidup dan latar 
belakang  budaya,  perbandingan  jenis  usaha  dulu  dan sekarang  yang  dapat 
mendukung masyarakat untuk bertahan hidup (survival)? 
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c. Bagaimana pemetaan sosial mengenai hubungan korporasi (PT. KIMA) dapat 
menempatkan dirinya dalam dan terhadap lingkungan komunitas lokal ? 
d. Bagaimana  protes  sosial  bisa  berkembang  menjadi  konflik  sosial  yang 
mengarah kepada konflik sosial yang bersifat fungsional bukan konflik yang 
disfunsionsl ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  akan  dicapai  dalam  penelitian  ini  dapat  dikemas   kedalam 
rumusan berikut : 
a. Untuk  Mengetahui  sikap  masyarakat  terhadap  keberadaan  PT.  KIMA  di 
Kelurahan Daya Kota Makassar.
b. Untuk mengetahui dampak sosial-ekonomi; mata pencaharian hidup dengan 
keberadaan PT. KIMA di Kelurahan Daya Kota Makassar.
c. Untuk mengetahui pemetaan sosial hubungan korporasi (PT. KIMA) dengan 
komunitas lokal 
d. Untuk mengetahui konflik sosial disfungsional antara korporasi (PT. KIMA) 
dengan komunitas lokal. 
D. Luaran Penelitian
Luaran penelitian berupa informasi atau keterangan ilmiah berkenaan dengan 
dampak pembangunan pabrik terhadap sikap dan mata pencaharian. Hasil penelitian 
ini  dapat  menjadi  dasar  atau  bahan  untuk  penelitian  selanjutnya  pada  bidang 
Sosiologi  Pembangunan,  Sosiologi  Perkotaan  dan  Sosiologi  Ekonomi.  Terutama 
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bermuarah pada perbaikan hidup masayarakat kota dan desa. Akan sangat berguna 
sebagai  titik  tolak  untuk  mengadakan  penelitian  lebih  lanjut  secara  khusus  dan 
mendalam  terhadap  akibat  yang  ditimbulkan  korporasi  (PT  KIMA)  dapat 
menempatkan  dirinya  dalam  dan  terhadap  lingkungan  komunitas  yang  saling 
berpengaruh. Indikasi sikap  pro dan kontra terhadap korporasi (PT. KIMA) dapat 
teridentifikasi dalam pemetaan sosial, sehingga indikasi adanya kemungkinan konflik 
atau sebaliknya dapat diidentifikasi jauh sebelumnya. Memperoleh gambaran empirik 
tentang proses perubahan dari protes sosial bisa berkembang menjadi konflik sosial di 
jawab  melalui  penelitian  ini,  dimana  secara  konsep  berada  pada  lingkup  kajian 
tentang dampak sosial. Penelitian ini juga dapat diharapkan berguna untuk merakit 
suatu  akibat  yang  ditimbulkan  dari  terjadinya  perubahan  sosial  dan  ekonomi 




A. Dampak Industri Pabrik
”Dampak Pembangunan” merupakan  concomitant change yaitu kalau terjadi 
perubahan dalam bidang industri/teknologi akan serentak pula terjadi pada perubahan 
kehidupan baik dalam bidang sosial-budaya dan politik (Manasse Malo, 1991). Hasil 
perubahan ini merupakan hubungan perilaku masyarakat dengan lingkungan industri 
yang  konsekuensinya  merubah  perilaku  sikap  dan  mata  pencaharian  masyarakat 
sekitarnya. 
Jika menerima pendapat Dahrendorf bahwa dalam masyarakat industrial akan 
terjadi dekomposisi kapital dan dekomposisi kerja sehingga konflik kelas tidak perlu 
terjadi tentulah  akan membiarkan proses industrialisasi berjalan dengan sendirinya, 
sekalipun harga sosial yang harus dibayar sangat tinggi pada mulanya. Tetapi, jika 
Wright Mills benar bahwa akan muncul golongan elite kekuasaan yang mendominasi 
masyarakat, maka perlu sedikit waspada. Tanpa menganut teori-teori Marxis maupun 
Neo-Marxis, sebenarnya tetap mengkhawatirkan proses industrialisasi  sekarang ini, 
karena dalam kenyataan lebih cenderung pragmatisme dari  pada sungguh-sungguh 
memikirkan ideologi ekonomi. Mungkin pragmatisme ini muncul karena kesadaran 
terknokratik  telah  merata  pada  teknokrat,  yang  seperti  Raymond  Aron,  percaya 
bahwa jaman ideologi sudah berakhir. Dualisme dan inkonsistensi masih ada dalam 
sistem sosial,  sehingga setiap menyaksikan sebuah lembaga ekonomi baru muncul, 
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seperti supermaket di beberapa kota, selalu cemas bertanya siapa yang diuntungkan 
dalam penumbuhan super  maket  dan  siapa yang terlempar.  Juga kalau  bangunan-
bangunan  pasar  diperbaharui,  selalu  menyaksikan  bahwa  mereka-mereka  yang 
bermodal  kecil  selalu  jatuh  kepinggiran.  Akibat  buruk  pragmatisme  semacam ini 
ialah dibiarkannya ketidak adilan terjadi dalam proses industrialisasi dengan harapan 
bahwa luka-luka  akan sembuh  setelah  ekonomi  industrial  menjadi  mapan.  Politik 
ekonomi yang demikian pragmatis menjadi kebijakan yang tidak rasional, sebab tidak 
mampu melihat hubungan antara ekonomi dan masyarakat (Kuntowijoyo, 1990; 112). 
Hal serupa terjadi pada lembaga ekonomi lainnya yaitu pabrik, sebagai tempat 
barang-barang  diproduksi.  Industrialisasi,  terutama  setelah  dipakainya  sumber-
sumber  energi  mutakhir,  memerlukan  kualifikasi  sumberdaya  manusia  tertentu. 
Ketika benang-benang tekstil dipintal dengan tangan, ditenun dengan tangan, orang 
membuat  kain tenun sepenuhnya.  Peranan orang semakin berkurang ketika mesin-
mesin  ditemukan,  dan  semakin  berkurang  lagi  ketika  mesin  itu  menjadi  semakin 
canggih. Sementara tidak seorang buruhpun mengerjakan sepenuhnya barang-barang 
produksi  sendirian,  ia  juga  kehilangan  kontrol  atas  pemasaran  barang-barangnya. 
Mekanisme mereduksi manusia menjadi bangian dari mesin, dan kekuatan ekonomi 
makro – pasar atau bukan – merenggutnya kekuasaan atas barang dari  tangannya. 
Keadaan ini sering disebut alination oleh Marx. Metode kerja yang digunakan dalam 
pabrik-pabrik menjadikan manusia yang semula adalah  homo faber menjadi  homo 
technicus,  manusia  yang  hanya  mampunyai  technical  reason,  rasio  yang  hanya 
bersifat instrumental. Menurut Kontowijoyo (1990, 113) untuk menumbuhkan sebuah 
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etika masyarakat industrial  yang menjamin kesejahteraan, menata hubungan antara 
produsen  dan  konsumen,  menjamin  hubungan  antara  modal  dan  kerja,  menata 
birokrasi dan bisnis, perlu membangkitkan kembali kekuatan-kekuatan normatif yang 
bersumber pada budaya dan agama. Budaya sebagai sumber etika sebenarnya selalu 
terkait  dengan  jamannya,  artinya  banyak  dari  budaya  sebenarnya  ialah  budaya 
masyarakat agraris. Namun, dari setiap budaya selalu terdapat semesta yang terbawa 
dalam  bawa  sadar  kolektif  masyarakat,  sekalipun  sistem  sosial  telah  berubah. 
Kecenderungan universalisasi masyarakat industrial yang meniadakan varian-varian 
lokal  selama  ini,  ternyata  masih  saja  menyisahkan  sensibilitas  budaya  tertentu. 
Masyarakat industrial  di Jepang, sekali terkonstrukturnya sama dengan masyarakat 
industrial  Amerika,  mempunyai  ciri-ciri  sendiri,  seperti  misalnya  dalam  sistem 
menajemen  model  Jepang.  Sistem  menajemen  itu  diambil  dari  sumber-sumber 
budaya.  Demikian pula kesadaran keagamaan dapat membatasi pembentukan kelas 
dan  stratifikasi  sosial  dalam  masyarakat  industrial,  terutama  dalam  mengatasi 
masalah konflik sosial. Agama yang dalam pandangan Marxis merupakan kekuatan 
konservatif  sebenarnya  juga  dapat  menjadi  sebuah kekuatan  yang  radikal,  artinya 
mampu mengantarkan masyarakat kearah perubahan. Kita melihat kecenderungan itu 
di beberapa tempat Di Amerika Latin dan Asia.   
Kekhawatiran  terhadap  proses  industrialisasi  sekarang  ini  adalah 
kecenderungan kearah pragmatisme yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidak 
adilan.  Untuk itu  diperlukan gerakan tandingan untuk memaksa  pihak-pihak yang 
berkepentingan  memikirkan  kembali  langka-langka  yang  diambilnya.  Budaya 
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tradisionalisme dan agama, yang cenderung dihilangkan akibat universalisasi dalam 
proses  industrialisasi  tersebut,  dapat  menjadi  sumber  kekuatan  normatif  guna 
menumbuhkan  etika  masyarakat  industrial  yang  menjamin  kesejahteraan,  menata 
hubungan produsen-konsumen, hubungan modal dan kerja serta menata birokrasi dan 
bisnis. 
Segregasi dalam pengembangan perkotaan dapat mengarahkan peneliti untuk 
lebih  jauh  melihat  dampak  keberadaan  industrialisasi  (PT.  KIMA)  terhadap 
masyarakat sekitar. Hasil penelitian telah membuktikan di antaranya, penelitian yang 
dilakukan  Amri  Marzali  (1976  :  30)  Kasus  pada  Industri  Karakatau  Steel,  yang 
mengambil  kesimpulan  bahwa dengan adanya  pembangunan  pabrik  baja  Cilegon, 
kemudian  dilanjutkan  dengan  PT.  Karakatau  Steel,  jelas  telah  menimbulkan 
perubahan pada kehidupan masyarakat sekitarnya. Perubahan pertama yang nampak 
adalah dalam aspek kehidupan ekonomi, kesempatan kerja dan prasarana fisik. Hal 
yang mengembirakan dari perubahan ini adalah tanggapan yang menyenangkan dari 
bagian terbesar masyarakat. Namun demikian, walaupun yang menyatakan rasa tidak 
senang  cuma  kecil  persentasenya,  perhatian  yang  besar  perlu  diberikan  terhadap 
golongan kecil ini. Peringatan ini sengaja diberikan karena alasan-alasan dari ketidak-
senangan  banyak  bersumber  dari  aspek  sosial-budaya  yang  bisa  membangkitkan 
sentimen kelompok secara negatif. Apalagi mengetahui, bahwa perkembangan daerah 
industri  di  daerah  itu  tidak  akan  terhenti  pada  batas  PT.  Karakatau  Steel  saja. 
Perkembangan  tentu  akan  berkelanjutan  dengan  perkembangan  industri-industri 
sedang dan kecil, dan kegiatan-kegiatan lain. 
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Banyak anggota masyarakat setempat yang ”mampu” memanfaatkan situasi 
dengan membuka usaha ekonomi bebas (self-employment),  namun harus dipahami 
bahwa mobilitas mata pencaharian hidup dalam masyarakat pedesaan, terutama gejala 
meninggalkan pekerjaan pokok dalam sektor pertanian, sudah merupakan gejala yang 
umum  di  Indonesia  sebagai  akibat  pertumbuhan  penduduk  yang  tidak  seimbang 
dengan luas tanah yang tersedia. Demikian apa yang disebut dengan istilah ”mampu” 
di atas mungkin hanya merupakan suatu ”keterpaksaan” karena tidak ada pilihan lain. 
Dengan kata lain, pilihan pekerjaan usaha ekonomi bebas tidak berdasarkan atas sifat-
sifat  entrepreneurial dan  sifat-sifat  seorang  economic  man. Karena  itulah  temuan 
Amri  Marzali  mengkhawatirkan  bahwa  dengan  semakin  majunya  perekonomian 
daerah tersebut maka akan semakin banyak pula pengusaha luar yang datang yang 
akan mendesak pengusaha setempat  yang ada sekarang. Para pengusaha luar jelas 
jelas datang motif ekonomi yang kuat. Akhirnya sekali lagi Amri Marzali mengulangi 
bahwa pembangunan ekonomi sebaiknya  selaras  dengan peningkatan  pengetahuan 
dan nilai budaya masyarakat yang cocok untuk tujuan tersebut. 
Meskipun gambaran latar belakang kebudayaan telah diberikan dengan sangat 
minim di sini, namun saya percaya bahwa unsur agama telah menjadi suatu  social  
interest dalam  masyarakat  di  sana.  Indikasi-indikasi  tambahan  dapat  lihat  dari 
kekhawatiran  masyarakat,  terutama  para  pemimpin  masyarakat,  akan  rusaknya 
norma-norma agama Islam oleh pedagang luar. Indikasi ini tidak hanya ditemukan 
dalam  penelitian  lapangan  tetapi  juga  banyak  disinggung  oleh  peserta  seminar 
Serang. Model dari Linton ini mungkin dapat dipakai sebagai salah satu cara dalam 
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pendekatan  masyarakat  (social  approach).  Beberapa  penelitian  yang  berkaitan 
dengan  dampak  kawasan  industri  sebagaimana  penelitian  yang  dilakukan  oleh 
Zainuddin  (2006)  pada  Kawasan  Industri  Makassar  (KIMA)  dengan  temuannya 
bahwa kehadiran  industri  di  Makassar  berdampak  negatif  bagi  rumahtangga  yang 
tidak memiliki keterampilan, pendidikan dan jiwa wirausaha. Hal ini karena, dengan 
penggusuran atau pembebesan lahan menyebabkan kehilangan pekerjaan dan tidak 
dapat  diterima  bekerja  pada  industri  PT.  KIMA,  serta  ketidakmampuan  dalam 
mengelola ganti rugi pembebasan lahannya. Kehilangan pekerjaan tadi sebagai petani 
dapat  berpengaruh  pada  status  sosial  kearah  kesengsaraan,  yang  pada  akhirnya 
melahirkan  kecemburuan  sosial.  Akibatnya  sistem  gotong  royong  (kebiasaan 
Appalili)  tadi  dilakukan tampa  pamrih  kini  mengalami  pergeseran  menjadi  sistem 
upah/gaji. Hubungan kekeluargaan yang tadi dibangun betahun-tahun berdiri kokoh 
intim,  akrab dan tanggung jawab bersama,  rapuh menjadi  hubungan kekeluargaan 
yang renggang dan individualistik, karena faktor kesibukan dan persoalan pembagian 
harta yang tidak adil. Selanjutnya penelitian Sultan (dalam Zainuddin 2006) Dampak 
Kawasan Industri Makassar Terhadap Kehidupan Sosial-Budaya warga masyarakat 
sekitar  mendeskripsikan bahwa keberadaan KIMA memberikan pengaruh terhadap 
gaya hidup terutama bahasa secara baik dan benar, penggunaan peralatan pertanian 
dan  transportasi  umum,  peningkatan  penghasilan  dan  pendidikan  keluarga, 
peningkatan aktivitas organisasi dan keagamaan. Dan tidak memiliki hubungan nyata 
dengan  pendapatan  pokok  kepala  keluarga,  sebab  pengaruh  keberadaan  KIMA 
ternyata  lebih dominan dari  berbagai aspek kehidupan sosial.  Demikian pula hasil 
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penelitian Usman Raider  (2002) Dampak Industri  Terhadap Aspek sosial  Budaya, 
Kasus  Pabrik  Gula  Camming  Bone.  Menunjukkan bahwa keberadaan  pabrik  gula 
Camming  telah  berhasil  meningkatkan  status  sosial  ekonomi  sebagian  kecil 
masyarakat  yang  bermukim  di  sekitarnya  dan  berdampak  terhadap  aspek  sosial-
budaya terutama dalam kehidupan keluarga, peningkatan pendidikan masyarakat, dan 
sikap kritis terhadap perkembangan masyarakat. Merujuk hasil pengamatan, Rusdian 
Lubis menambahkan bahwa ”banyak industri yang dibangun tanpa memperhatikan 
dampak negatif  yang  akan terjadi.  Dampak  tersebut  muncul  setelah  industri  yang 
bersangkutan  beroperasi/berproduksi.  Hal  ini  banyak  dijumpai  pada  negara-negara 
industri  maupun  negara-negara  baru berkembang,  terlihat  pada  saat  mereka  harus 
bergulat  menghadapi  perkembangan  negatif,  akibat  industri  itu  sendiri”  (Rusdian 
Lubis, 1980 : 59). Lebih lanjut pengamatan Homer-Dixon (dalam Sunyoto Usman, 
1996 : 81-84) memperlihatkan bahwa kerisauan pemikirannya dalam setengah abad 
lagi akan terjadi kerusakan sumber-sumber alam secara drastis yang bersumber tidak 
saja terjadi secara natural akan tetapi juga sebagai akibat dari bangunan-bangunan 
pabrik. Seperti Hamparan lahan pertanian subur yang pada saat ini menjadi tumpuan 
hasil pertanian dalam beberapa puluh tahun mendatang akan beralih fungsi menjadi 
areal industri dan lapangan  golf  dengan dalil lahan tidak produktif lagi. Bersamaan 
dengan  itu  hutan  yang  dibuka  untuk  areal  industri  sehingga  kehidupan  beberapa 
macam  hewan  menjadi  terganggu.  Generasi  akan  datang  memperoleh  warisan 
degradasi  dari  lahan pertanian  dan hutan serta kemerosotan kuantitas  dan kualitas 
flora  dan  founa.  Apabila  terjadi  kondisi  apa  yang  disebut  Homer-Dixon  sebagai 
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”environmental  scarcities”  (menurunnya  kondisi  lingkungan)  semcama  itu  bukan 
tidak mustahil menimbulkan konflik-konflik politik yang berkepanjangan dan tidak 
mudah diredahkan.  Kelompok masyarakat  yang  tergolong paling menderita  akibat 
dari kondisi semacam ini adalah yang tergolong miskin atau berpendapatan rendah. 
Mereka  tidak  mempunyai  kekuatan  untuk  menghindari  penderitaan  akibat  dari 
terpaan penyempitan lahan-lahan produktif dan kerusakan hutan sebagai akibat dari 
pembangunan  industri.  Homer-Dixon  kelihatannya  ingin  menunjukkan  bahwa 
pemenuhan  kebutuhan  manusia  berkaitan  erat  dengan  pergeseran  kualitas  serta 
kuantitas lingkungan. Konflik sosial akan muncul ketika tidak ada lagi keseimbangan 
antara jumlah yang dibutuhkan dengan yang didapatkan.
Lebih lanjut Homer-Dixon berangkat dari pandangan semacam itu, kemudian 
menyatakan bahwa konflik sosial tidak selamanya berarti  buruk atau sesuatu yang 
harus  dihindari.  Mobilisasi  massa  dan  perselisihan  (civil  strife)  misalnya  dapat 
menghasilkan  kesempatan  untuk  meninjau  kembali  pola  distribusi  tanah  dan 
kekayaan yang menghasilkan kesenjangan sosial.  Dalam kenyakinan Homer-Dixon 
perubahan yang sangat cepat, sesuatu yang tidak jelas arahnya (unpredictable) serta 
persoalan  lingkungan  yang  berkembang  amat  kompleks,  akan  mendorong  usaha 
reformasi sosial kearah yang lebih konstruktif. Menurut Homer-Dixon menurunnya 
kualitas dan kuantitas lingkungan semacam itu menuntut tanggungjawab yang lebih 
besar  terhadap  negara.  Beban  negara  menjadi  lebih  berat  atau  semakin  sukar 
memenuhi  permintaan  masyarakat.  Dalam  kondisi  semacam  itu  negara  malah 
mungkin bisa menjadi semakin otoriter. Dampak dari kerusakan lingkungan memang 
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bisa  menimbulkan  masalah  sosial  yang  kompleks  terhadap  masyarakat  di  sekitar 
pembangunan pabrik (industri).   
Bertolak beberapa urian diatas, Tahir Kasnawi (2002) dalam kuliahnya bahwa 
dalam perencanaan sosial  soyogyanya  memperhatikan secara seksama unsur-unsur 
lingkungan  hidup  yang  saling  mempengaruhi  antara  satu  sub  sistem  yang  lain, 
sebagai satu keseluruhan sistem sosial. Oleh karena itu kebijakan pembangunan PT. 
KIMA merupakan hasil perencayaan sosial yang diarahkan sesuai tujuan dan hakekat 
pembangunan Nasional. 
B. Teori Struktural- Fungsional
Salah  satu  teori  yang  terdapat  dalam  paradigma  fakta  sosial  adalah  teori 
struktural-fungsional.  Tokoh  utama  pengembang  dan  pendukung  teori  ini  adalah 
Talcott Parsons, dengan premis mayornya adalah masyarakat adalah sebuah sistem 
yaitu sistem sosial dibangun oleh sejumlah sub-sistem yang fungsional. Setiap sub-
sistem  menjalankan  fungsi  sesuai  spesialisasinya.  Perkomplesan  sistem  selalu 
mengarah  kepada  kondisi  ”Equilibrium”,  dalam  arti  ketika  sub-sistem  dominan 
fungsinya  maka  sub-sistem  lainnya  menyesuaikan  fungsinya.  Ketika  kehidupan 
kompleks  maka  terjadilah  diferensiasi,  maka  Parson  melihat  perkembangan 
masyarakat  terdiferensiasi  fungsi  dan  lembaga  dari  sinilah  disebut  Struktural-
fungsional. Selanjutnya Parson melihat bahwa dalam sistem tindakan yaitu tindakan 
sosial  yang  rasional  berproses  pada  antara  cara  (means)  dan  tujuan  (ends). 
Equilibrium sosial terganggu dan konsensus akan rusak kalau tidak dibimbing oleh 
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nilai,  ideologi  dan norma.  Melihat  masyarakat  sebagai  sistem sosial  maka  Parson 
menawarkan teori tindakan yang disebut AGIL. Agar tetap bertahan (survive), suatu 
sistem sosial harus memiliki empat fungsi yaitu (1). Adaptation (Kekuatan ekonomi) 
yang merupakan subsistem organisme perilaku mencakup kemampuan manusia untuk 
menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitarnya.  (2).  Goal Attainment (kekuatan 
politik)  sebagai  sub  sistem  kepribadian  akan  mendorong  masyarakat  untuk 
memelihara  nilai-nilai  yang  diwujudkan  dalam  proses  sosialisasi  dan  sistem 
pengendalian diri.  (3).  Integration (komunitas)  sebagai subsistem sosial  mencakup 
faktor-faktor  yang  diperlukan untuk mencapai  keadaan yang  serasi  antara  bagian-
bagian subsistem. (4).  Latent Pattern-Maintenance (pemeliharaan pola/pendidikan) 
sebagai  subsistem budaya  berfungsi  untuk  mempertahankan  pola  dalam kerangka 
masyarakat sebagai sistem sosial dan sistem budaya yang memberi jawaban terhadap 
masalah-masalah  falsafah  hidup.  Kalau  salah  satu  subsistem itu  tidak  jalan  maka 
rusaklah  sistem itu.  Selain  teori  tindakan  AGIL  diatas  untuk  melihat  masyarakat 
sebagai sistem Parson juga menawarkan teorinya  Pattern variables (variabel pola), 
yaitu 1). Affective versus netral dari affective, 2). Self orientasi/masyarakat kapitalis 
versus collective orientasi/ bentuk ekonomi takyat, 3). Universalism (umum) versus 
particularism  (lokal  spesifik),  4).  Realitas  versus  Performance  (penampilan),  5). 
Specificity  (lokal)  versus  diffusenes  (global).  Manusia  modern  akan  menghadapi 
problem, problemnya adalah oleh Parson yaitu perubahan sosial melalui 4 tahapan 
evolusi masyarakat  modern,  awal evolusi adalah differensiasi  sosial.  4 tahap yang 
24
dimaksud adalah 1).  Tahap adaptive,  2).  Up-grading, 3).  Inclusion,  dan 5).  Value 
generalization. Keempat tahap ini disebut Evolusi dari perubahan sosial. 
Teori  struktural-fungsional  di  lanjutkan  muridnya  Parson  dan  kritik  yang 
subtansial teori Parson tersebut yaitu Robert K. Merton fikirannya adalah tidak ada 
sistem/lembaga terbentuk differensiasi, otomatis berfungsi optimal karena fungsi itu 
terdiri dari beberapa jenis : 1). Fungsi latensi tersembunyi dalam pencapaian tujuan 
sistem, (2). Fenomena disfungsi, banyak lembaga yang lahir menjalankan fungsi di 
luar  yang dimaksudkan ketika  lembaga itu  lahir.  (3).  Fungsi yang manifest,  yang 
muncul  dipermukaan  ketiga  lembaga  itu  lahir  (Darmawan  Salman,  2009).  Teori 
struktural-fungsional  yang  dikembangkan  oleh  Parson  pada  dasarnya  memandang 
bahwa  eksistensi  masyarakat  itu  berhubungan  erat  dengan  terjalinnya  hubungan 
jaringan  yang  bersifat  fungsional  dari  berbagai  elemen  yang  terdapat  dalam 
masyarakat itu. Hubungan yang terjalin itu merupakan cerminan dari ketergantungan 
secara fungsional  dari  berbagai komponen masyarakat.  Setiap komponen memberi 
kontribusinya  dalam  menyangga  kelangsungan  masyarakat.  Dalam  teori  ini 
masyarakat  dilihat  sebagai satu kesatuan hidup yang saling tergantung antara satu 
dengan  lainnya,  dan  akibatnya  setiap  komponen  yang  terdapat  dalam masyarakat 
selalu  berusaha  untuk  menyesuaikan  diri  dan  menjaga  keutuhan  eksistensi 
masyarakat. 
Teori struktural-fungsional dari Parsons juga mendapat bantahan dari mantan 
mahasiswanya Robert K. Merton menurutnya struktural dan fungsional tidak selalu 
perlu dihubungkan, meski keduanya biasanya dihubungkan. Kita dapat mempelajari 
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struktur  masyarakat  tanpa  memperhatikan  fungsinya  (atau  akibatnya)  terhadap 
struktur  lain.  Begitu  pula,  kita  dapat  meneliti  fungsi  berbagai  proses  sosial  yang 
mungkin  tidak  mempunyai  struktur.  Bahkan  Merton  mengecam  beberapa  aspek 
struktural-fungsional  yang  lebih  ekstrim  dan  yang  tak  dapat  dipertahankan  lagi. 
Akhirnya Merton mengajukan proposisi bahwa masyarakat terbentuk sebagai sistem 
sosial tidak selamanya bisa dibangun dengan struktural-fungsional tetapi masyarakat 
terbentuk sebagai  sistem sosial  karena ada fungsi  yang berkerja  didalamnya  yaitu 
fungsi  manifest (nyata)  dan fungsi  latent (tersembunyi).  Menurut  pengertian  yang 
sederhana  fungsi  nyata  adalah  fungsi  yang  diharapkan,  sedangkan  fungsi  yang 
tersembunyi adalah fungsi yang tak di harapkan. Merton mencontohkan fungsi nyata 
perbudakan  adalah  untuk  meningkatkan  ekonomi  masyarakat  selatan,  tetapi  juga 
terkandung  fungsi  tersembunyi,  yakni  menyediakan  sejumlah  besar  anggota  kelas 
rendah  yang  membantu  meningkatkan  status  kulit  putih  selatan,  baik  yang  kaya 
maupun yang miskin  (Ritzer George dan Goodman Douglas J. 2009). 
  Teori  inipun  dikritik  oleh  Campbell  Cohn  (1982)  mengecam perbedaan 
Merton antara fungsi nyata dan fungsi yang tersembunyi ini. Ia menunjukkan, antara 
lain, bahwa merton samar-samar mengenai konsep ini dan menggunakannya dalam 
berbagai cara (misalnya,  sebagai akibat yang diharapkan versus akibat sebenarnya, 
dan sebagai makna dipermukaan versus realitas yang melandasi). Yang lebih penting, 
dia merasa bahwa Merton (seperti Parsons) tak pernah benar-benar mengintegrasikan 
teori  aksi dan fungsional-struktural.  Hasilnya  adalah kita memiliki  campuran yang 
membingungkan  antara  sifat  kesengajaan  (manifestasi)  dari  teori  aksi  dan 
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konsekuensi  struktural  (fungsi)  dalam  fungsionalisme  struktural.  Karena  hal  ini 
beberapa hal yang membingungkan lainnya, Campbell berpendapat bahwa perbedaan 
antara fungsi manifes dan laten milik Merton jarang dipergunakan dalam sosiologi 
kontemporer. 
Yang paling banyak menyita perhatian dalam sejarah perkembangan sosiologi 
terutama dalam teori sosiologi adalah Fungsional-Struktural. Dari ahkir tahun 1930-
an  hingga  awal  1960-an,  kritikan  terhadap  teori  meningkat  secara  dramatis  dan 
akhirnya lebih lazim dikritik ketimbang dipuji. Mark Abrahamson melukiskan situasi 
dengan jelas :”secara kiasan, fungsionalisme telah berjalan seenaknya seperti seekor 
gajah  raksasa  mengabaikan  sengatan  agas,  bahkan  ketika  kerumunan  menyerang 
memungut korbannya (1978:37).
Struktural-Fungsional juga diserang karena dianggap tak mapu menjelaskan 
proses perubahan sosial secara efektif (P.Cohen, 1968, dan Turner dan Maryanski, 
1979).  Kritik  yang  satu  ini  tertuju  pada  ketidakmampuan  struktural-fungsional 
menerangkan  proses  perubahan  sosial  dimasa  kini.  Struktural-Fungsional  lebih 
menyukai menjelaskan struktur sosial statis ketimbang proses perubahan sosial. Percy 
Cohen  (1968)  melihat  masalahnya  terletak  pada  teori  Struktural-Fungsional,  yang 
memandang semua unsur suatu masyarakat saling menguatkan satu sama lain, dan 
sistem  sebagai  suatu  kesatuan.  Inilah  yang  menyebabkan  sulit  melihat  bahwa 
beberapa  unsur-unsur  itu  dapat  pula  menyumbang  terhadap perubahan.  Sementara 
cohen melihat masalahnya inheren dalam teori, Turner dan Maryanski yakni bahwa 
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masalahnya  terletak  pada  praktisi  yang  tidak  mau  menganalisis  masalah  historis, 
bukan terletak pada teorinya sendiri. 
Kritik  keras  yang  sering  ditujukan  terhadap  Struktural-Fungsional  adalah 
ketidak mampuan teori itu menjelaskan konflik secara efektif (Gouldner, 1970 dan 
Horowitz,  1962/1967).  Kritik  ini  bermacam-macam  bentuknya.  Alvin  Gouldner 
menyatakan  bahwa  Parsons  sebagai  tokoh  utama  struktural-fungsional  terlalu 
menekankan  keharmonisan  antarhubungan.  Irving  Louis  Horowitz  berpendapat, 
struktural-fungsional  cenderung  melihat  konflik  sebagai  sesuatu  yang  bersifat 
merusak  dan  terjadi  diluar  kerangka  kehidupan  bermasyarakat.  Sekali  lagi, 
masalahnya adalah apakah ini merupakan sifat teori atau menyangkut cara praktisi 
teori  itu  dalam menginterpretasi  dan  menggunakannya.  Kecaman  substantif  diatas 
cenderung memberikan ciri sangat konservatif; dalam praktiknya, di masa lalu (dan 
dalam  tingkatan  tertentu  sekarang  masih  dilakukan)  struktural-fungsionalisme 
digunakan untuk mendukung status qua dan elit dominan (Huaco, 1986).   
Implikasi teori Parson dan K.Merton diatas dapat dilihat pada suku bugis di 
Sulawesi  Selatan  melalui  tudang  sipulung.  Tudang  sipulung  sebagai  mekanisme 
penjaga integrasi  sosial  model  tradisional  sebagai  mekanisme yang dikembangkan 
oleh  suatu  masyarakat  untuk  memadamkan  konflik  sosial  yang  terlanjut  meletus. 
Menurut Collier bahwa prinsip pokok model tradisional ini adalah penangan melalui 
institusi-institusi sosial lokal agar sengketa yang menjadi gangguan terhadap integrasi 
tidak  berkepanjangan,  atau  pengadilan  adat  (1975  :  132-139).  Dewasa  ini  ketika 
lembaga adat sudah tidak lagi bergigi, peran tetua adat diambil alih oleh pimpinan 
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formal lokal seperti Pak RT, Pak RW sampai ketingkat camat atau bahkan bupati. 
Laporan  Halide  (1987) tentang  pemanfaatan  pranata  tradisional  Tudang Sipulung, 
musyawarah  khas  Sulawesi  Selatan,  untuk  pembangunan  pertanian  modern, 
menunjukkan adanya penggunaan upacara adat untuk menjaga integrasi sosial dalam 
struktural-fungsinal. Pertama adalah integrasi sosial antara pemerintah dengan rakyat 
dalam hal pengaturan musim tanam dan varietas  padi yang harus ditanam. Kedua 
adalah integrasi sosial antara individu petani dengan kelompok –tani—atau pula antar 
individu anggota kelompok tani. 
Hubungan yang tidak serasi antara pemerintah dan para petani mulai marak 
berbarengan  dengan  digalakkannya  pembangunan  pertanian  untuk  meningkatkan 
produksi pangan. Ketidak serasian ini berpangkal pada perbedaan pengetahuan antara 
para petani dan pemerintah dalam teknik bertani. Para petani bertahan pada sistem 
tradisional  mereka  yang  stabil,  ringan  biaya,  namun  rendah  produktivitasnya, 
Pemerintah  berpegang  pada  metode  baru  yang  jauh  lebih  produktif,  padat  biaya 
dengan resiko tinggi. Tidak jarang terdengar ada padi petani yang dibabat oleh aparat 
kecamatan yang dikawal tentara dan polisi karena si petani tidak mematuhi anjuran 
pemerintah untuk menanam padi jenis unggul. Sementara itu, si petani sendiri merasa 
tidak bersalah karena ia toh menanam di sawah miliknya sendiri, dengan biaya yang 
ia bayar sendiri pula. 
Pembangkitan  tradisi  Tudang  Sipulung di  Sulawesi  Selatan  ternyata  dapat 
meredam  ketidakserasian  hubungan  seperti  diatas  dan  produksi  beras  dapat 
ditingkatkan  dengan  pesat.  Dalam  tudang  sipulung,  wakil-wakil  pemerintah  dari 
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dinas  pertanian,  Pemda  dan  dinas-dinas  lainnya  yang  bertanggung  jawab  pada 
masalah  pertanian  pangan  bertemu  dengan  tokoh-tokoh  adat  dan  wakil-wakil 
kelompok  tani  untuk  membicarakan  pengaturan  cara  bertani.  Pada  forum  ini 
pengetahuan  tradisional  dan  metode  modern  dipertemukan  dengan  tujuan  untuk 
menghasilkan rencana kerja pertanian tahunan. Rencana tersebut meliputi pengaturan 
musim tanam, jenis varietas, yang ditanam, dan penyiapan sarana-sarana pertanian 
yang diperlukan seperti bibit, pupuk, dan pestisida. Para petani dengan senang hati 
mau menerima dan menjalankan rencana pertanian modern yang dihasilkan dalam 
Tudang  Sipulung karena  rencana  tersebut  tidak  lepas  begitu  saja  dari  nilai-nilai 
tradisional yang mereka anut. 
Sengketa pada tingkat petani biasanya terjadi antara petani dengan kelompok 
tani  atau antar  individu petani.  Sengketa itu  bisa terjadi  karena berebut  air  untuk 
mengairi sawah atau pelanggaran keputusan bersama. Sengketa dan pelanggaran ini 
di  beri hukuman adat  maccera.  Menurut aturan lontarak – aturan adat masyarakat 
Bugis-Makassar yang ditulis di daun lontar – tingkat hukuman berbeda-beda sesuai 
dengan bentuk pelanggaran, mulai dari menyediakan lauk pauk, menyembelih ayam, 
menyembelih  kambing untuk selamatan,  sampai  ke pengusiran keluar  dari  desa—
yang terakhir ini jarang sekali dilakukan.
Bila  ada  petani  yang  mencuri  air  –mengairi  sawahnya  di  luar  jadwal, 
hukuman yang dijatuhkan adalah menyediakan lauk paut, menyembelih ayam untuk 
selamatan  dengan  mengundang  anggota  kelompok  tani  tempat  ia  berada, 
mengundang Kepala Desa, tetua adat dan Iman desa. Di muka sidang selamatan si 
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pencuri  air  harus  mengakui  kesalahannya,  meminta  maaf,  dan berjanji  tidak  akan 
mengulangi lagi perbuatannya dan akan patuh pada kesepakatan kelompok taninya. 
Selamatan dengan menyembelih kambing harus dilakukan bila petani yang berkelahi 
memperebutkan air. Masing-masing harus menyembelih satu ekor, kemudian mereka 
didamaikan di  dalam selamatan  seperti  diterangkan diatas.  Ada juga kasus  petani 
yang dihukum bukan dengan menyembelih kambing namun dengan menyembelih 40 
ekor ayam,  ditambah 40 liter  beras, 40 butir telur,  dan 40 sisir  pisang. Semuanya 
untuk dimakan dalam selamatan. 
Musyawarah Kekeluargaan, Musyawarah Kekeluargaan adalah penempuhan 
jalan  kompromi  untuk  menjaga  integrasi  sosial  sebagai  teori  dalam  struktural-
fungsional, yaitu ketika terjadi sengketa antara dua pihak dengan cara mengundang 
pihak ketiga untuk berperan sebagai penengah. Penengah biasanya datang dari kaum 
kerabat pihak-pihak yang bersengketa, atau tetua masyarakat, atau pimpinan formal 
setempat.  Yasin  (1985)  menunjukkan  bahwa  sengketa  tanah  di  daerah  Pinrang 
Sulawesi Selatan pada umumnya diusahakan untuk diselesaikan melalui perdamaian. 
Bila sengketa berlangsung antar saudara biasanya pihak-pihak yang bersengketa akan 
datang kepada salah satu kerabat yang dianggap jujur dan dihormati untuk meminta 
penyelesaian. Bila kerabat yang dianggap dapat berperan sebagai penengah tidak ada, 
pihak-pihak yang bersengketa akan pergi kepala desa atau bahkan ke pak camat agar 
sengketa mereka ditengahi. 
Upaya  perwasitan  ini  diutamakan  karena  umumnya  pihak-pihak  yang 
bersengketa  menyadari  bahwa  sengketa  diantara  mereka  tidak  boleh  dibiarkan 
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berlarut-larut,  sementara  penanganan  yang  kurang  tepat  juga  tidak  akan 
menyelesaikan masalah. Dengan adanya pihak penengah diharapkan sengketa dapat 
diselesaikan  dengan  damai,  masalah  terhilangkan,  tali  persaudaraan  tetap  terjalin. 
Disini  pelibatan  pengadilan  negara  untuk  mendapatkan  penyelesaian  cenderung 
dihindarkan  sedapat  mungkin.  Memang  lewat  pengadilan  akan  dapat  diputuskan 
pihak mana yang bersalah. Akan tetapi, hal itu tidak menyelesaikan masalah karena 
hubungan kekeluargaan akan retak.  Bersamaan dengan itu  kebencian dan dendam 
akan muncul yang sewaktu-waktu mungkin dapat meletuskan konflik baru. 
Studi  Umar  Kayam,  dkk  (1986)  menceriterakan  bagaimana  Pak  Dukuh 
(Kepala Kampung/Ketua RW) secara otomatis  dijadikan penengah bila ada warga 
kampung  yang  bertengkar,  baik  pertengkaran  dalam rumah  tangga  maupun  antar 
keluarga.  Bila  terjadi  pertengkaran,  biasanya  dengan  diam-diam salah  satu  warga 
kampung  akan  menghubungi  pak  dukuh.”  Kepala  dukuh  kemudian  mendatangi 
rumah  keluarga  yang  bertengkar  itu  dengan  berpura-pura  berkunjung  untuk 
kepentingan  lain.  Sesudah  pembicaraan  berlangsung  cukup  lama  akhirnya 
pertengkaran  itu  dapat  didamaikan”.  Pak  dukuh  sendiri  merasa  pendamaian 
pertengkaran  sebagai  tugas  jabatannya.  Baginya  pertengkaran  akan  membuat 
masyarakat menjadi ”ramai”, tidak tentram, terganggu keserasiannya oleh sebab itu 
harus dipadamkan untuk mengarah tercapainya integrasi sosial.
Pembauran (integrasi)  sebuah teori  dalam Struktural-Fungsional  dapat  pula 
dilihat pada pembauran etnis keturunan cina dengan etnis pribumi (Bugis-Makassar). 
Ahli  integrasi  berpendapat  bahwa;  pembauran  etnis  merupakan  hal  yang  sungguh 
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”tidak  mudah”.  Disana  sini  masih  sering  ditemukan  batu  sandungan  yang  terjadi 
dalam  proses  pembauran  itu.  Diantara  batu  sandungan  itu  adalah  eksklusivisme 
budaya  dan  ekonomi  etnis  keturunan  cina  terhadap  ekonomi  pribumi  (Bugis-
Makassar). Ekslusivisme budaya ditandai dengan adanya kecenderungan etnis cina 
untuk  menciptakan  suatu  lingkungan  tersendiri,  hidup  secara  eksklusif  dan  tetap 
mempertahankan  adat  kebiasaan  dari  tradisi  leluhur.  Karena  adanya  perbedaan 
tersebut  maka  terciptalah  jarak  atau  pembatas  yang  menyebabkan  tidak  terjadi 
hubungan sosial yang harmonis, dan menyebabkan putusnya hubungan komunikasi 
(Darwis,  1993).  Bibit-Bibit  meregangnya  hubungan  etnis  keturunan  cina  dengan 
pribumi,  khususnya  dikota  Makassar,  Mulai  muncul  ketika  Belanda  membuat 
kebijakan  yang  diskriminatif  sekitar  tahun  1935.  Kolonial  Belanda  membagi 
penduduk dengan tiga kategori,  Eropah, Pribumi dan dan orang-orang timur asing 
(etnis cina). Sedangkan Lewis Coser (1972:19) lebih melihat konflik pada integrasi 
suatu kelompok. Lebih lanjut Coser menyatakan bahwa untuk menjadikan kelompok 
itu  solid  maka  ciptakan  konflik  dengan  out  groupnya,  namun  konflik  dapat  juga 
menyebabkan lemahnya solidaritas suatu kelompok. Berdasarkan teori tersebut yang 
dikemukakan  oleh  Coser,  fakta  menunjukkan  bahwa  masih  ada  etnis  pribumi  di 
perkotaan yang tidak menyukai etnis keturunan cina. Seperti yang pernah terjadi di 
kota Makassar, berupa konflik antara etnis pada bulan april 1980, konflik tersebut 
pada  dasarnya  merupakan  rasa  ketidak  puasan  dan  keirian  orang-orang  pribumi 
terhadap orang cina, dan terakhir pada tahun 1997 yang dikenal dengan tragedi Annie 
Mujahidah (Darwis, 1993: 37-38). 
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Selanjutnya  bila  orang  Bugis-Makassar  berperilaku  temperamental  dan 
perilakunya  terlihat  pada  setiap  terjadi  konflik  dengan  etnis  cina,  yang  sangat 
”sadistis”  sekali  berbuat  sesuatu  harus  dipertanggungjawabkan,  meskipun 
konsekuensinya atau taruhannya adalah jiwa. Hal ini disebabkan watak orang Bugis-
Makassar memang dikenal sebagai orang yang sangat teguh dengan pendirian, seperti 
keteguhan  seorang  nakoda  dengan  semboyang  ”Sekali  layar  terkembang  pantang  
surut  kepantai,  sekalipun  layar  robek  dan  kemudi  patah”.  Esensi  yang  dipegang 
teguh  adalah  ”getteng”  sekali  berbuat  sesuatu  harus  dipertanggungjawabkan, 
meskipun  kosekuensinya  atau  taruhannya  adalah  jiwa.  Dengan  demikian  secara 
sosiologis,  masyarakat  pribumi  di  kota  Makassar,  punya  watak  terbuka,  gampang 
menerima etnis  lain masuk kedalam kehidupan sosialnya,  dibarengi  dengan kultur 
pesisir yang dikenal sebagai kultur pelaut-pedagang. 
C. Teori Konflik
Di dalam teori konflik sebagai paradigma Fakta Sosial ada tiga pemikir yang 
sangat monumental diantaranya 1). Lewis Coser (1972) dengan proposisi teoritisnya 
adalah  Konflik  sebagai  katub  pengaman  adanya  konflik  mejadikan  disintegrasi. 
Konflik  diantara  dua  kelompok  atau  lebih  dapat  saling  menetralisir  konflik  itu 
menjadi  utuh dan pendatang tinggi mencari  sesamanya untuk melawan pihak lain. 
Ketika  itu  konflik  menjadikan  teori  tentang  In-group dan  out-group konflik  lalu 
menjadi batas-batas struktural seperti siapa kita, siapa kamu dan itu tegas, sehingga 
fungsional  terhadap  system sosial.  Konflik  antara  dua  group  dapat  mempertinggi 
34
integrasi  dan  kohesi  internal  dalam  in-group.  Konflik  antara  dua  group  dapat 
mempertegas batas struktural antara in-group dan out-group. Kemudian oleh 2). Ralf 
Dahrendorf  (1959)  yaitu  Konflik  pada  masyarakat  industri.  Suatu  saat  system 
kapitalis akan terjadi revolusi seperti revolusi proletariat. Kanapa Mimpi-mimpi Marx 
dan Lenin tidak terjadi revolusi di Eropah, dan akan mengalami pembengkangan di 
dalam masyarakat kapitalis. Dekomposisi Modal. Ada yang keluar dari ramalan Marx 
bahwa suatu saat para pemilik modal itu tidak homogen, tidak sekelas, ia terjadi sub-
sub kelas, pada saat tertentu boleh jadi tidak memiliki solidaritas untuk menghamtan 
proletar.  Pemilik  modal  bukan  perorangan  melainkan  banyak  orang,  unilever 
menyerahkan  modal  kebanyak  orang  sehingga  ingin  revolusi  buruh  sulit  terjadi, 
karena kota tidak menyerang ke satu sasaran tetapi banyak. Dekomposisi tenaga kerja 
sebagai kelompok yang tidak homogen melainkan terdiferensiasi. Mengapa revolusi 
proletar  terhadap  berjois  yang  diramalkan  oleh  Marx  tidak  terjadi.  Dimana 
masyarakat  industri  saat itu semestinya  teori-teori  konflik  dan teori-teori  sosiologi 
tidak lagi menjadi basis andalan terhadap sarana produksinya. Hubungan kekuasaan 
di  dalam  system  industri  menurut  Dahrendorf  inilah  yang  diutamakan.  Dengan 
proposisinya  bahwa  pertentangan  yang  terjadi  antara  mereka  pada  struktur  yang 
berkuasa dan tunduk pada struktur yang berkuasa, inilah yang berkonflik siapa yang 
tunduk pada yang berkuasa dan siapa yang tunduk kepada yang dikuasai,  mereka 
yang  ikut  struktur  kekuasaan  punya  kepentingan  yang  memelihara  ideologi  yang 
melitigitimasi struktur yang berkuasa itu. Mereka yang tidak ikut struktur kekuasaan 
yang  menentang  ideologi  kekuasaan  itu,  itulah  yang  mengakibatkan  terjadinya 
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konflik.  3).  Randall  Collins  (Ngadisa:2002);  tentang  Stratifikasi  Konflik.  Premis 
dasarnya adalah – Orang hidup dalam dunia subyektif yang dibangun sendiri, Orang 
lain  mempunyai  kekuasaan  untuk  mempengaruhi  atau  mengontrol  pengalaman 
subyektif  seseorang individu.  – orang lain sering mencoba atau mengontrol  orang 
yang  menentang  mereka  sehingga  terjadi  konflik  antara  individu.  Konflik  bisa 
dianalisis  dari definisi fakta sosial.  Apa yang kita analsis secara individu tadi kita 
bawah  ke  struktur  sosial.  Konflik  terjadi  karena  memperebutkan;  kesejahteraan, 
kekuasaan, dan simbolis, memperebutkan prestise dan pengharagaan sosial. Setelah 
memperhatikan ruang tadi maka konflik tersebut berlangsung pada pola stratifikasi 
sosial,  diantaranya  :  1).  Mata  pencaharian  yang  mendorong  perbedaan  kelas,  2). 
Komunitas tempat hidup yang melahirkan status kelompok, 3). 
Arena politik yang mengkondisikan perbedaan partai politik dan mendapatkan 
kekuasaan politik. Teori Konflik berakar dari pikiran Karl Marx yang menekankan 
pada  analisis  hubungan  sosial  yang  bersifat  eksploitatif  yang  terdapat  dalam 
masyarakat. Marx melihat bahwa sifat eksploitatif dan kompetitif itu berkaitan erat 
dengan  pentingnya  peranan  kekuatan  ekonomi  dan  politik  dalam  kehidupan 
masyarakat.  Dia  melihat  diantara  kedua  kekuatan  itu  yang  memainkan  peranan 
pentingnya  dalam kehidupan masyarakat  adalah kekuatan  ekonomi.  Karena dalam 
masyarakat  terdapat  perbedaan  kelas  sosial  diantara  mereka  yang  memegang 
kekuatan ekonomi dan yang tidak, maka timbul pertentangan kepentingan di antara 
kedua  kelas  yang  berbeda  itu,  yang  mengarah  kepada  perjuangan  kelas  (class 
struggle) yang berjalan secara dialektis (Duke, 1976). Dalam bukunya The Functions 
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of  social  conflict  (1956),  Coser  menunjukkan  bahwa  konflik  yang  terjadi  dalam 
masyarakat  selalu  membawa  kearah  integratif  dalam  berbagai  bentuk,  termasuk 
perkembangnya batas-batas sosial, tercipta ketentraman dan keserasian masyarakat, 
berkembangnya  struktur  masyarakat  yang  lebih  kompleks  dan  sebagainya. 
Sebaliknya,  di  ujung kehidupan yang  integratif  terdapat  berbagai  elemen  konflik. 
Karena itu, dalam membicarakan kehidupan masyarakat orang tidak mungkin dapat 
memisahkan kedua fenomena sosial itu. Dari berbagai sudut pandang, teori konflik 
sebenarnya berada pada sisi lain dari konsep integrasi  sosial,  dan keduanya saling 
berkaitan  dan tidak dapat  dipisahkan.  Dalam pembicaraan konflik  sosial,  sisi  dari 
order  dan  integration  tidak  dapat  dilepaskan  sama  sekali.  Konflik  terjadi  karena 
terganggunya order dan integration, sebaliknya konflik mampu menggiring mereka 
yang  terlibat  kepada  order  dan  integration  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Coser 
diatas. 
Secara  garis  besar  pendapat  para  ahli  mengenai  sumber-sumber  gangguan 
integrasi  sosial  dapat  dikelompokkan  kedalam  tiga  golongan.  Pertama,  sumber 
gangguan  yang  berpangkal  pada  perebutan  sumber  daya,  alat-alat  produksi,  dan 
kesempatan ekonomis. Kedua, sumber gangguan yang bersumber pada pertentangan 
batas-batas kelompok sosial. Dalam kelompok ini tercakup antara lain pertentangan 
tradisi, hukum, dan identitas sosial yang mungkin juga menyatu dengan kepentingan 
politik. Ketiga, sumber gangguan yang berpangkal pada benturan-benturan struktur 
atas kebudayaan seperti system nilai dan ideology agama (Lukas, 1968). Dari tulisan 
ini saya mencoba menarik tipologi konflik yang ketiga yaitu Konflik Agama-politik 
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denga kasus yang terjadi pada suku Bugis yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang 
Sulawesi-Selatan. Menurut Coser; konflik sosial yang berpangkal pada pertentangan 
ideologi  dapat  berlangsung  brutal  dan  kejam,  karena  masing-masing  pihak  yang 
bersengketa merasa berdiri di atas kebenaran dan berjuang untuk kepentingan politik 
(Sairin,  1992).  Konflik  yang berpangkal  pada ideologi  sering tidak hanya  bersifat 
murni keagamaan namun bercampur dengan masalah politis. Pemahaman akan hal ini 
tidak  begitu  susah  mengingat  banyak  masyarakat  agama  sering  aktif  berfungsi 
sebagai  mekanisme  pengorganisasian  masyarakat  sehingga  kekuasaan  dan  politik 
menjadi bagian yang inheren baginya, Karya Geertz—yang sekarang sudah menjadi 
klasik--- tentang upacara pemakaman di Mojokuto merupakan ilustrasi yang menarik 
tentang konflik ideologis bercampur politis antara para santri dan anggota PERMAI 
(Geertz,  1973).  Konflik  mencapai  klimaks  berupa  penolakan  Pak  Modin  untuk 
mengubur  jenazah—keponakan—seorang  anggota  PERMAI yang  menurut  ukuran 
kemanusiaan Jawa sebenarnya sudah masuk ketingkat tidak manusiawi lagi. 
Kasus  yang  mirip  dengan  yang  diceriterakan  oleh  Geetz,  terjadi  pula  di 
Sulawesi  Selatan  antara  penganut  Agama Islam dan –agama—Towani  Tolowang. 
Hanya saja konflik ini sempat memuncak hingga ketingkat benturan fisik. Towani 
Tolowang  adalah  salah  satu  agama  primitif  yang  masih  dianut  oleh  12.671  dari 
184.415 penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Disebut Towani 
Tolowang sebagai agama—walau sering dalam tanda petik untuk membedakannya 
dengan agama-agama besar yang secara resmi diakui oleh Pemerintah—dan bukan 
aliran kepercayaan karena secara antropo-sosiologis Towani Tolowang ini memang 
38
memenuhi  kriteria  untuk disebut sebagai agama (Sairin Sjafri,  1992). Pembahasan 
tentang  konflik  Towani  Tolowang –  Islam ini  didasarkan pada  laporan  penelitian 
yang ditulis oleh Mudzhar, H.M. Atho (1977). Panganut agama Towani Tolowang 
menyebut  Tuhan  Mereka  Dewata  Seuwaee  dan  mereka  menjalani  kehidupan 
berdasarkan petunjuk kitab suci berupa lontar-lontar yang berisi empat judul pokok 
yaitu  (1)  Eula Olana Batara Guru; (2)  Rittebanna walengrengnge;  (3)  Ta’gilinna  
sinapatie  dan ; (4)  Appengenna Towani Tolotang. Salah satu ritual agama ini, yaitu 
upacara sipulung, dilaksanakan dikuburan keramat I. Pabbere di Perrunyameng. Di 
samping ritual tersebut, penganut Towani Tolowang juga memiliki aturan sendiri di 
dalam pelaksanaan perkawinan dan penanganan orang mati. 
Kronologi konflik antara penganut Towani Tolowang dengan penganut Islam 
dapat  dirunut  sejak  zaman  pendudukan  Jepang.  Pada  waktu  itu  di  Kampung 
Walatedonge ada seorang penganut Towani Tolowang yang meninggal dunia namun 
tidak dikuburkan sampai membusuk karena Laupe, iman di Desa tersebut, menolak 
untuk  menyembahnyangi  dan  menguburkan  si  mayat.  Keluarga  si  mayat  merasa 
kecewa kemudian melapor kepada Imam di tingkat Kecamatan yang ternyata mau 
mengupacarai  penguburan  sebagaimana  biasanya  menguburkan  orang  Islam.  Atas 
kebijakan  Imam  Kecamatan  itu,  Iman  Laupe  mengajukan  laporan  ke  Imam 
Kabupaten yang diteruskan kepada Pemerintah Pendudukan dengan isi bahwa telah 
terjadi  ketidaksamaan  sikap  di  antara  imam-imam  daerah  untuk  menangani  para 
penganut  Towani  Tolowang.  Akhirnya,  Pemerintah  Pendudukan  mengeluarkan 
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keputusan  bahwa  penganut  Towani  Tolowang  tidak  boleh  dikawinkan  dan 
dikuburkan secara Islam (Mudshar, 1977:45).
Ketika  pemberontakan  DI/TII  meletus,  konflik  terulang  lagi.  Kala  itu 
umumnya  penganut  Islam  mendukung  atau  bahkan  ikut  aktif  menjadi  tentara 
pemberontak.  Sebaliknya,  penganut  Towani  Tolowang  berpartisipasi  membantu 
tentara Pemerintah sebagai pembantu sukarela. Bagi para penganut Towani Tolowang 
keterlibatan dalam pemberontakan itu menunjukkan bahwa orang Islam tidak dapat 
dipercaya.  Sebaliknya  bagi  para  penganut  Islam,  keikutsertaan  penganut  Towani 
Tolowang  dalam  pembantu  sukarela  dianggap  sebagai  pengambilan  kesempatan 
untuk menyerang orang-orang Islam (Mudzhar, 1977:47). Pada 26 Januari 1966 para 
penganut  Towani  Tolowang  berniat  menyelenggarakan  upacara  Sipulung 
sebagaimana lazimnya mereka lakukan dari tahun ketahun di Perrinyameng. Akan 
tetapi,  rencana  ini  dihalang-halangi  oleh  Camat  dan  penganut  Islam  di  Wilayah 
tersebut dengan alasan kegiatan itu merupakan penyembahan berhala kuburan dan 
merusak  kemurnian  pelaksanaan  Panca  Sila.  Untuk  pencegahan  itulah  Camat 
mendatangkan tiga buah panser. Sementara itu, ribuan Pemuda Islam dari berbagai 
organisasi  juga  sudah  berkumpul  di  Kecamatan  dengan  membawa  senjata  tajam. 
Walhasil ribuan penganut Towani Tolowang terpaksa harus bubar dan membatalkan 
penyelenggaraan  upacara  karena  tekanan  Pemerintah  setempat  dan  untuk 
menghindari pertumpahan darah (Mudzhar, 1977: 47-48). 
Pemburuan anggota PKI pada tahun 1967 juga membawa akibat buruk bagi 
penganut  Towani  Tolowang.  Operasi  yang  digerakkan  oleh  tentara  itu  pada 
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kenyataannya  menjadi  kesempatan  bagi  pemuda  Islam  untuk  menghantam  para 
penganut Towani Tolowang. Hampir setiap hari terjadi pemukulan penganut Towani 
Tolowang oleh petugas  keamanan yang disertai  oleh para pemuda Islam.  Sayang, 
Mudzhar tidak memberitakan lebih jauh tentang konflik di antara pemeluk dua agama 
diatas  setelah  tahun  1967.  Ada  kemungkinan  konflik  tersebut  tetap  berlanjut 
walaupun tidak secara terbuka. Dugaan ini bisa jadi benar mengingat sampai tahun 
1967 masih ada pemaksaan agar penganut Towani Tolowang menguburkan mayat 
secara Islam.
 
D. Teori Perubahan Sosial dan Modernisasi
Sebelum  saya  memberikan  definisi  Perubahan  Sosial  (Social  Change) 
sebaiknya saya akan memberikan illustrasi terlebih dahulu, seperti kasus yang saya 
kemukakan dibawah ini: Pada tahun 1956-1971 menunjukkan prosentase orang yang 
setuju agar beberapa jenis pekerjaan tertentu tidak boleh dipegang oleh tenaga kerja 
wanita, telah menurun dari 64 % menjadi 48 %. Dengan kata lain sekitar tahun 1971, 
lebih sedikit laki-laki yang bersifat negative terhadap wanita yang bekerja diberbagai 
jenis  pekerjaan.  Apakah  itu  suatu  perubahan?  Beberapa  orang  yang  mengatakan 
“Ya”;  sementara  itu  penganut  paham  feminisme  mungkin  akan  menyatakan 
sebenarnya  tidak  ada  perubahan  karenanya  sikap  laki-laki  tidak  mencerminkan 
kesempatan  kerja  yang  diperoleh  wanita  dipasar  tenaga  kerja.  Lalu  apa  yang  kita 
artikan dengan perubahan sosial itu? Kebanyakan definisi membicarakan perubahan 
dalam arti yang sangat luas. Wilbert Moore (dalam Sumardi Haruan, 1987) misalnya, 
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mendefinisikan perubahan sosial sebagai “Perubahan penting dari struktur sosial”,  
dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah “Pola-pola perilaku dan interaksi  
sosial. Moore  memasukkan  kedalam  definisi  perubahan  sosial  berbagai  ekspresi 
mengenai struktur seperti, norma, nilai dan fenomena kultural. Selanjutnya Gillin and 
Gillin mengatakan perubahan sosial adalah sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup 
yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaa 
materiil,  komposisi  penduduk,  ideologi,  maupun  karena  adanya  difusi  ataupun 
penemuan  baru  dalam  masyarakat.  Moore  hampir  sama  yang  dikemukakan  oleh 
Kingsley  Davis  mengartikan  perubahan  sosial  sebagai  perubahan-perubahan  yang 
terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya,  timbulnya pengorganisasia 
buruh dalam masyarakat  kapitalis  telah  menyebabkan  perubahan-perubahan dalam 
hubungan  antara  buruh  dengan  majikan  dan  seterusnya  menyebabkan  perubahan-
perubahan  dalam  organisasi  ekonomi  dan  politik  (Soerjono  Soekanto,  2006). 
Fenomena perubahan sosial senantiasa didasarkan pada 3 komponen yaitu Budaya, 
Organisasi  dan  Norma  dalam masyarakat  (Rabihatun  Idris  Hj,  2009).  Komponen 
budaya tidak lepas dengan behavior (perilaku), Attitude (sikap) dan ideal Value (ideal 
nilai),  dalam  institution.  Oleh  karena  itu  Budaya  ini  sangat  berkaitan  dengan 
Organisasi,  dalam  organisasi  masyarakat  memiliki  Rasional  system  diantara 
hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan 
kelompok.  Dengan  demikian  Organisasi  berkaitan  dengan  struktur-struktur  dan 
shering nilai  (Shared Value),  antara  struktur  dan shering nilai  ini  harus  seimbang 
(Balance). Budaya dan Organisasi ini tidak bisa lepas dari apa yang disebut Norma 
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(Norm) dalam masyarakat.  Norma ini menjelma sebagai kaidah-kaidah masyarakat 
berjalan berdasarkan atas aturan (Rules) yang didalam terdapat hak dan kewajiban. 
Ketiga kompenen seperti organisasi, Budaya dan norma merupakan dasar terjadinya 
perubahan  sosial.  Sebagaimana  dalam  bentuk-bentuk  perubahan  sosial  salah  satu 
diantaranya  adalah  ada  yang  disebutkan  perubahan  yang  dikenhendaki  (intended-
change)  atau  perubahan  yang  direncanakan  (Planned-Change).  Perubahan  yang 
dikendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah 
direncanakan  terlebih  dahulu  oleh  pihak-pihak  yang  menghendaki  perubahan  di 
dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan atau yang melakukan 
perubahan dalam konteks perencanaan adalah agent of change, yaitu seseorang atau 
sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin salah 
satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Agent of change memipin masyarakat dalam 
mengubah  system  sosial.  Dalam  malaksanakanya,  agent  of  change langsung 
tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan. Bahkan meungkin 
menyiapkan  pula  perubahan-perubahan  pada  lembaga-lembaga  kemasyarakatan 
lainnya.  Suatu perubahan yang dikendaki atau direncanakan selalu berada dibawah 
pengendalian  serta  pengawasan  agent  of  change. Kalau  dikaitkan  dengan  kuliah 
Rabihatun  Idris,  Hj  di  dalamnya  mengatakan  bahwa  yang  melakukan  perubahan 
sosial adalah Intern masyarakat dan Intra Masyarakat. Faktor-faktor Intern tergolong 
sebagai  perubahan  sosial  yang  terjadi  didalam  masyarakat  itu  sendiri  seperti  (1) 
Bertambah  atau  berkurangnya  penduduk,  (2).  Pertentangan/Konflik  di  dalam 
masyarakat,  (3) penemuan baru yang dapat dibedakan atas : Innovation,  Invention 
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dan Discovery.  Innovation yaitu penemuan baru sebagai perbaikan apa yang sudah 
ada,  Invention yaitu  penemuan  sesuatu  yang  sama  sekali  baru,  Discovery adalah 
penemuan sesuatu  yang  memang  sudah ada.  Sedangkan intra  masyarakat/  Faktor-
faktor ekstern meliputi (1) Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada 
disekitar manusia, (2) peperangan, (3). Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Intern 
masyarakat dan intra masyarakat tersebut diatas sebagai sumber terjadinya perubahan 
sosial. Selain yang disebutkan diatas yang lainnya dari pelaku perubahan baik intern 
maupun  intra  masyarakat  adalah  Demografy  growth  dan Urbanisasi.  Faktor  yang 
mempengaruhi  terjadinya  proses  perubahan  sosial  adalah  faktor  yang  mendorong 
jalannya  perubahan  sosial  diantaranya:  (1).  Kontak  dengan  kebudayaan  lain,  (2). 
Sistem  pendidikan  yang  maju,  (3).  Sikap  menghargai  hasil  karya  seseorang  dan 
keinginan-keinginan untuk maju,  (4). Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang 
menyimpang,  (5).  Sistem  lapisan  masyarakat  yang  terbuka,  (6).  Penduduk  yang 
heterogen,  (7).  Ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  bidang-bidang  kehidupan 
tertentu, (8). Orientasi kemuka, (9). Nilai meningkatkan taraf hidup.                    
Thoreau menulis, “kini banyak sekali orang yang hidup dalam keputusasaan”. 
Di dunia modern kini, mungkin banyak orang putus asa, tetapi nampaknya tak banyak 
yang memendamnya secara diam-diam. Agaknya rakyat diseluruh dunia tak ingin lagi 
hidup  dalam keputusasaan;  nafsu  untuk  mendapatkan  makanan  dan  kemerdekaan 
telah menjalar ke segala penjuru dunia. 
Alasan utama timbulnya nafsu ini adalah karena manusia di dunia tak mau 
lagi hidup miskin, tak mau lagi menambah kepedihan hidup dari remah-remah yang 
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jatuh dari segilintir orang yang hidup serba berkelebihan. Keadaan ini didramatis oleh 
kehinaan  kehidupan  orang  Indian  yang  memungut  butir  padi-padian  yang  belum 
tercerna  di  dalam tahi  lembu  untuk dimakannya  bersama keluarganya,  dan dalam 
kehidupan ribuan anak-anak Amerika Latin yang mati  karena kekurangan air,  dan 
ratusan juta orang di seluruh dunia yang setiap saat hidup ditepi jurang kelaparan dan 
penyakit. 
Dalam  arti  yang  lebih  kuantitatif  dibalik  kepiluan  diatas,  kita  dapat 
mengemukakan ketimpangan yang menjolok antar bangsa di dunia. Contohnya GNP 
di tahun-tahun belakang ini berkisar antara $ 45 per-kapita hingga 2.577 per-kapita; 
rata-rata  GNP  7  Negara  Tradisional  adalah  $  56  per-kapita,  sedangkan  rata-rata 
tingkat konsumsi 14 negara yang tergolong berkomsumsi tinggi, $ 1.330 per=kapita 
pertahun.  Lebih  menyedihkan  lagi  di  7  negara  tergolong  paling  rendah 
perkembangannya,  rata-rata  46.073 penduduk untuk 1 orang dokter,  sedangkan di 
Negara 14 tergolong paling maju adalah 875 penduduk untuk 1 orang dokter.(Brigite 
Berger, 1971). Karena perbedaan yang menjolok itu dibalik kepiluan dan karena tak 
sabar lagi menderita lebih lama, maka rakyat di Negara terbelakang di dunia ingin 
sekali  mengikuti  pola  perubahan  yang  disebut  Modernisasi  atau  modern.  Dengan 
mengikuti  perjalanan  yang  akan  membawa  mereka  menuju  tatanam  sosial  atau 
struktur  ekonomi  ala  Amerika.  Modernisasi  bagi  Negara  terbelakang  ini  lebih 
bertujuan untuk mengejar pemenuhan kebutuhan pokok dan kemerdekaan ketimbang 
Amerikanisasi atau Westernisasi.
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Kalau  pada  tataran  individu  (manusia)  yang  akan  berubah  maka  lahirlah 
Konsep Modern, sebaliknya pada tataran komunitas (masyarakat) yang akan berubah 
maka  muncullah  Konsep  Modernisasi.  Disini  saya  akan  mencoba  mengurai 
pengertian  Modern.  Bila  individu dalam suatu masyarakat  berfikir  ilmiah,  mereka 
akan membantu perkembangan tata masyarakat ilmiah maka kita berada pada tataran 
yang disebut Modern (manusia modern/Individu modern). Yang dimaksud Josep A. 
Kahl  di  dalam  bukunya  The  Measurement  of  Modernism(1964)  dengan  Individu 
Modern  adalah  sekumpulan  ciri-ciri  seperti  proporsi  pekerjaan  sedikit  disektor 
pertanian, penerapan teknologi dalam proses produksi, urbanisme, system stratifikasi 
yang bersifat terbuka, dan nilai-nilai rasional dan sekuler. Dengan kata lain, Individu 
Modern adalah orang yang aktif,  ia berupaya membentuk kehidupannya meskipun 
secara pasif dan memberikan tanggapan terhadap takdirnya (tidak nrimo). Ia adalah 
seorang  indivudualis,  yang  tidak  menggabungkan  karir  pekerjaannya  dengan 
hubungan  persaudaraan  dan  pertemanan,  dengan  kenyakinan  bahwa  karir  yang 
terpisah dengan hubungan persaudaraan/pertemanan itu tidak hanya diperlukan, tetapi 
mungkin,  karena  ia  membayangkan  baik  peluang  hidup  maupun  komunitas  lokal 
hampir tak ditentukan oleh status yang diperolah karena keturunan. Ia lebih menyukai 
kehidupan kota dari pada desa, dan ia mengikuti berita media massa.   
Selanjutnya kalau kita akan mempelajari modernisasi di tanah air tentu kita 
akan bertanya terlebih dahulu apa itu modernisasi.  Menurut Everett  M. Rogers di 
dalam bukunya Modernization Among Peasants The Impact of Comunication (1969) 
telah  mendifinisikan  Modernisasi  sebagai  suatu  proses  dimana  indivudu-individu 
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mengalami  perubahan  dari  cara  hidup  yang  tradisional  ke  cara  hidup  yang  lebih 
kompleks dan menggunakan teknologi moderen serta adanya perubahan gaya hidup 
mereka yang lebih cepat. Dari pengertian ini dapat kita lihat adanya suatu perubahan 
dalam  penggunaan  teknologi  tradiasional  ke  teknologi  modern  yang  mengakibat 
terjadinya pula perubahan-perubahan dari beberapa aspek kehidupan manusia seperti 
gaya  hidup,  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Kemudian  Moore dalam bukunya  Teori 
Tentang Modernisasi,  Pembangunan dan Keterbelakangan (G.C.N. De Jong, 1981) 
juga  mendifinisikan  Modernisasi  adalah  Perubahan  menyeluruh  dari  masyarakat 
tradisional  atau pra-modern  menjadi  tipe-tipe teknologi  dan organisasi  masyarakat 
gabungan  yang  menjadi  ciri-ciri  bagi  bangsa  dunia  Barat  yang  maju,  ekonomi 
makmur dengan politik yang relatif stabil.
Dalam abad perubahan sosial (social change) ini mau tidak mau modernisasi 
harus  dihadapi  masyarakat.  Bidang  yang  akan  diutamakan  oleh  suatu  masyarakat 
tergantung  dari  kebijakan  penguasa  yang  memimpin  masyarakat  tersebut.  Namun 
demikian, modernisasi hampir pasti pada awalnya akan mengakibatkan disorganisasi 
dalam masyarakat. Apabila modernisasi mulai menyangkut nilai-nilai masyarakat dan 
norma-norma masyarakat  sebagai  ayunan gelombang,  khususnya di  belahan dunia 
bagian  selatan  ini,  tidak  mempunyai  persamaan  sejarah.  Gelombang  itu  telah 
membalikkan  daerah-daerah  yang  menurut  tradisi  tidak  bergairah  menjadi  kanca 
pergolakan yang mendidih. Modernisasi yang akan mengakibatkan disorganisasi, dan 
kancah  pergolakan  yang  mendidih  untuk  menepis  kekilauan  ini  maka  kita  harus 
memenuhi syarat-syarat modernisasi tersebut, diantaranyan : (1). Cara berfikir yang 
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ilmiah  (scientific  thinking)  yang  memlembaga  dalam  kelas  penguasa  maupun 
masyarakat.  Hal ini  menghendaki  suasana sistem pendidikan dan pengajaran yang 
terencana  dan baik,  (2).  Sistem administrasi  Negara  yang  baik,  yang  benar-benar 
mewujudkan birokrasi, (3). Adanya system pengumpulan data yang baik dan teratur 
dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Hal ini memerlukan penelitian 
yang kontinu agar data  tidak tertinggal,  (4).  Penciptaan iklim yang  favorable dari 
masyarakat  terhadap  modernisasi  dengan  cara  penggunaan  alat-alat  komunikasi 
massa.  Hal  ini  harus  dilakukan tahap demi  tahap karena  banyak  sangkut  pautnya 
dengan system kepercayaan masyarakat, (5) Tingkat orginisasi yang tinggi, di satu 
pihak disiplin, sedangkan di lain pihak pengurangan kemerdekaan, (6). Sentralisasi 
wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial (social planning).Apabila itu tidak 
dilakukan, perencanaan akan terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan dari kepentingan-
kepentingan  yang  ingin  mengubah  perencanaan  tersebut  demi  kepentingan  suatu 
golongan kecil dalam masyarakat. 
Teori modernisasi secara umum dapat diungkap sebagai cara pandang (visi) 
yang  menjadi  modus  utama  analisisnya  kepada  faktor  manusia  dalam  suatu 
masyarakat. Dalam masyarakat kemudian konsep modernisasi telah menjadi asumsi 
(assume to be true), sesuatu asumsi yang tidak usah ditanyakan lagi kebenarannya. 
Sampai  hampir  setengah  abad  kemudian  (dari  1960  an),  teori-teori  modernisasi 
menempati  posisi  sebagai  ‘normal  science’ dalam  kompilasi  perkembangan  ilmu 
pengetahuan seperti yang digambarkan oleh David Mc Clelland dalam bukunya The 
Achievement  Society (1961) bahwa kalau masyarakat  ingin maju tidak ada pilihan 
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lain, kecuali prestasi hal inilah yang ditunjukkan dengan teorinya Mc Clelland dengan 
nada “need for achievement”. Konsep Need For Achievement adalah semangat baru 
yang sempurna dalam menghadapi pekerjaan, yang kemudian mendorong kebutuhan 
untuk  berprestasi.  Dorongan  untuk  tidak  sekedar  mendapatkan  imbalan  material, 
tetapi  mencapai  kepuasan  batin,  apabila  telah  menyelesaikan  pekerjaannya  yang 
sempurna.  Masyarakat  dunia ketiga atau Negara berkembang didaerah kemiskinan 
dan keterbelakangan adalah akibat dilingkungan mereka tidak terjangkit virus ‘need 
for achievement (n-Ach). Apabila dilingkungan masyarakat terjangkit virus  ‘n-Ach’. 
Maka  dapat  diharapkan  masyarakat  tersebut  akan  menghasilkan  pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi, didukung oleh kelomok masyarakat usia muda yang memiliki 
di dorongan jiwa “kewiraswastaan” atau dikenal dongrak “entrepreneurship”. 
Definisi  masyarakat  modern  dan  manusia  modern  kedua  studi  itu  serupa. 
Dalam  kedua  studi  dikatakan  bahwa  masyarakat  modern  memerlukan  individu 
modern untuk berfungsinya dan berkembangnya masyarakat (modernisasi).  Seuntai 
uraian diatas yang sederhana yang telah kami tunjukkan saya bisa mengatakan bahwa 
seperangkat  ciri-ciri  kemoderenan  individu  itu  berhubungan  erat  dengan  faktor 
pendidikan,  pekerjaan,  partisipasi  dalam  media  massa,  dan  hingga  taraf  tertentu, 
dengan  urbanisme.  Tetapi  ide  penting  yang  menyatakan  kemodernan  individu 
berhubungan  erat  dengan  masyarakat  modern,  tetap  lebih  merupakan  asumsi 
ketimbang  sebagai  kesimpulan  empiris.  Para  penganut  Modern  masih  belum 
menunjukkan  bahwa masyarakat  yang  tengah  memodernisasi  dirinya  memerlukan 
individu  modern,  sekurang-kurangnya  segilintir  dari  penduduk.  Bila  ini  dapat 
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ditunjukkan,  maka  kita  perlu  pertanyakan  mengenai  sejauhmana  kemodernan 
individu  itu  diperlukan,  dan  apa  akibat  komodernan  individu  itu  terhadap  suatu 
masyarakat.
E. Alur Kerangka Pemikiran                     
Interaksi  sosial  baik  antar  individu  maupun  antar  lembaga  merupakan 
hubungan yang kompleks bersamaan dengan semakin rumitnya sistem kelembagaan 
sosial.  Proses  diferensiasi  sosial  membawa  struktur  sosial  menjadi  sedemikian 
kompleks, sehingga individu atau lembaga di dalamnya tidak dapat selalu mengikuti 
perkembangan struktur dilingkungannya sendiri. Salah satu ciri perkembangan sosial 
adalah pertambahan besaran, jumlah serta kerumitan dalam sistem kelembagaan ini. 
Demikian pula, peran dan fungsi unit sosial – seperti kelembagaan dan individu – 
didalamnya turut pula semakin mejemuk. Unit sosial bisa berbentuk lembaga – baik 
formal maupun non-formal – atau individu tertentu yang secara sosial berpengaruh 
terhadap individu atau lembaga lain. 
Dalam kaitan ini, keberadaan korporasi di dalam lingkungan komunitas pada 
suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap struktur sosial lokal. Lebih lagi, korporasi 
sebagai unit kegiatan ekonomi memberi pengaruh khusus dan kuat terhadap sistem 
hubungan sosial baik antara korporasi maupun dengan lembaga lainnya (Tornquist, 
2002, Dody Prayogo, 2003). Karena fungsi ekonomi korporasi, maka keterkaitan ini 
bersambung-erat dengan fungsi, peran dan kepentingan individu atau lembaga lain di 
dalam komunitas tersebut. Akibatnya adalah bahwa tata struktur sosial akan sangat 
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ditentukan oleh perubahan-perubahan sistem kelembagaan dan apa yang terjadi  di 
dalam korporasi.  Kehadiran  baru  atau  hilangnya  sebuah  lembaga  atau  peran  dan 
fungsi  lembaga  akan  menentukan  sistem interaksi  sosial  selanjutnya,  apakah  bisa 
menghasilkan harmoni atau disharmoni di dalam sebuah komunitas. Dalam kaitan ini, 
yang  perlu  digali  adalah  potensi  kelembagaan  dan  individu  (tokoh)  yang  dapat 
menghasilkan hubungan yang positif,  baik bagi korporasi maupun bagi komunitas. 
Sejauh ini telaah tentang dampak industri pabrik terhadap sikap dan mata pencaharian 
dengan masyarakat sekitar maupun telah tentang hubungan kelembagaan yang terkait 
dengan keberadaan sebuah korporasi memang masih sangat jarang dibuat. 
Sistem  tata-hubungan  kelembagaan  antara  komunitas  lokal  dengan 
keberadaan korporasi dapat dilihat dari dua dimensi yang berbeda.  Pertama, adalah 
dimensi struktur yang relatif statis. Peta statis berarti mapping struktur kelembagaan 
dan individu (tokoh) dalam suatu komunitas dengan memaparkan tata letak atau pola 
pengelompokan  berdasarkan  kriteria  tertentu,  seperti  peran  dan  fungsi,  sifat 
kelembagaan dan individu, atau potensinya. Pada hekekatnya, sebuah lembaga atau 
individu – seperti tokoh masyarakat – memiliki karakter tertentu dalam tata-hubungan 
dengan  lembaga-lembaga  dan  atau  individu  lain  di  dalam  komunitas.  Demikian 
halnya,  sebuah  korporasi  memiliki  karakter  yang  khas,  sehingga  menempatkan 
dirinya  dengan  tata-letak  tertentu  dalam  peta  struktur  sosial  komunitasnya.  Peta 
struktur  ini  relatif tidak  berubah,  sehingga  dikatakan  statis,  karena  peran  dan 
fungsinya  ada  sedemikian  bersamaan  dengan  keberadaannya.  Dalam 
perkembangannya  bisa  saja  fungsinya  menjadi  lebih  meluas,  menyempit  atau 
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bergeser, kerena sebab-sebab tertentu. Namun perubahan fungsi relatif berlangsung 
lama dan tidak terjadi dengan mudah begitu saja. Dengan dasar berfikir seperti ini, 
maka dapat ditata-letakkan pengelompokan dan posisi lembaga dan individu (tokoh) 
kedalam sebuah bagan yang disebut sebagai peta statis. Pengelompokan bisa dibuat, 
misalnya  berdasarkan  sifat  dan  fungsinya  dapat  ditetapkan  desa,  kelurahan, 
kecamatan, polres dan sejenisnya sebagai lembaga pemerintah. Contoh lain, adalah 
karena  fungsi  dan  sikapnya  terhadap  korporasi,  maka  LSM  atau  yayasan  atau 
individu  tertentu  di  kelompokkan  sebagai  kelompok  pengontrol.  Dengan  dasar 
penetapan yang sama dapat  ditetapkan pula misalnya  kelompok kepentingan,  atau 
kelembagaan dan individu yang lain. Pada intinya, peta statis ini relatif tetap, karena 
memang  sudah  terstruktur.  Semakin  kompleks  struktur  sosial  sebuah  komunitas 
sebagai sebuah sistem sosial, maka akan semakin kompleks sistem peta kelembagaan 
statisnya.
Kedua,  adalah dari  dimensi  yang lain,  dapat diidentifikasi  bentuk dan sifat 
hubungan antara lembaga-lembaga dan individu yang ada dalam komunitas terhadap 
korporasi atau terhadap lembaga lainnya.  Hubungan dinamis ini merupakan bagian 
yang  sulit  diidentifikasi,  karena  cenderung  berubah  antar  waktu,  dan  oleh  sebab 
tertentu,  biasanya  berkenaan dengan terpenuhi-tidaknya  kepentingan  satu  lembaga 
terhadap  lembaga  lainnya.  Dasar  penetapan  hubungan  yang  dinamis  ini  adalah 
dengan melihat kepentingan atau indikator lain antara satu lembaga terhadap lembaga 
lainnya. Karena itu, tata hubungan antara lembaga ini disebut peta dinamis hubungan 
kelembagaan. Memang peta dinamis masih berkait erat dengan peta statisnya, namun 
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secara  khusus  peta  dunamis  menyoroti  hubungan pada  waktu  tertentu  antara  satu 
lembaga  dengan  lain  lembaga.  Dapat  saja  terjadi  bahwa  pada  saat  tertentu  satu 
lembaga sangat mendukung keberadaan sebuah korporasi, sedang pada saat yang lain, 
justru menolak korporasi yang sama. 
Hal  demikian  terjadi,  karena  pada  saat  sebelumnya  kepentingan  ekonomi 
lembaga tersebut terpenuhi oleh keberadaan korporasi,  sedang pada saat yang lain 
kepentingan  ini  sudah  tergantikan  oleh  lembaga  lain  atau  memang  hubungan 
kepentingan antar dua lembaga tersebut sudah hilang sama sekali, sehingga sikapnya 
berubah menjadi kebalikannya atau menjadi netral. Tata hubungan antar lembaga dan 
individu satu sama lain dan terhadap korporasi dapat berubah-ubah, tergantung pada 
ada  tidaknya  resource  yang  terpenuhi  antara  satu  dengan lainnya.  Jika  pada  peta 
sosial  statis  pengelompokan  ditentukan  oleh  indikator  peran  dan  fungsi,  maka 
penerapan peta sosial dinamis ini ditentukan oleh indikator lain yang lebih konkrit, 
misalnya  kepentingan,  akses,  informasi,  power  atau  indikator  lain  yang  dapat 
ditentukan. Indikator ini dapat ditentukan oleh analis, tergantung untuk keperluan apa 
peta dinamis ini dibuat. Hasil akhirnya peta dinamis ini bisa menentukan sikap suatu 
lembaga terhadap korporasi, apakah mendukung atau menolak. 
Dampak sosial-budaya terhadap sikap masyarakat keberadaan korporasi (PT. 
KIMA) Makassar di satu pihak dapat dilihat sebagai perwujudan masyarakat yang 
menerima lembaga korporasi ini, dan yang menerima keberadaannya tersebut tentu 
golongan  masyarakat  yang  mayoritas  sehingga  dapat  pula  berdampak  terhadap 
kehidupan  mata  pencaharian  secara  ekonomi,  di  pihak  lain  tentu  ada  golongan 
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komunitas lokal yang minoritas atau sedikit menolak keberadaan korporasi tersebut. 
Golongan yang menolak ini berdampak pula pada kehidupannya baik secara sosial 
dan budaya. Golongan masyarakat yang minoritas inilah yang dapat perhatian yang 
serius. Selain hal tersebut, setelah kita memasuki masyarakat industri proses industri 
cenderung  kearah  politik-ekonomi  kemudian  ideologi  ini  tidak  tepat  lagi  di  era 
sekarang,  kalau  ideologi  ini  yang  dianut  tentu  cenderung kearah  pramatisme,  dan 
lebih  patal  lagi  akhirnya  mengakibat  ketidak  adilan  pada  komunitas  tersebut. 
Disinilah masyarakat mentukan sikap untuk mengantisipasi pragmatisme dan ketidak 
adilan, tentu pendekatan yang digunakan adalah budaya-tradisionalisme dan agama 
inipun cenderung dihilangkan,  pada  hal  budaya-  tradisionalisme  bisa menciptakan 
kekuatan normatif dan menumbuhkan etika masyarakat industrial. Dengan demikian 
sikap dalam konteks penelitian ini secara sosiologi merupakan tindakan sosial atau 
fakta sosial. 
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A. Desain dan Jenis Penelitian
Dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi ada dua pendapat yang sangat 
kontras perbedaannya dalam membuat asumsi-asumsi dasar suatu penelitian ilmiah, 
pendapat pertama, tokohnya adalah Max Weber yang mengatakan bahwa kenyataan 
sosial itu berada dalam inter dan antar subyektivitas, atau individu sebagai subyek itu 
kreatif dan menentukan keadaan sosial sendiri (Rizer, 1980), individu adalah mahluk 
yang  mampu  membuat  pilihan-pilihan  dari  berbagai  kemungkinan  yang  dapat 
dilakukannya.  Kenyataan  sosial  itu  hanya  dapat  diketahui  apabila  dilakukan 
pendekatan  secara  individu.  Dengan  kata  lain  individu  tidak  dipengaruhi  oleh 
lngkungan  dalam melakukan  suatu  tindakan.  Data  dari  penelitian  seperti  ini  sulit 
dianalisa dengan menggunakan metode pembuktian secara statistik, karena datanya 
berupa  data  kualitatif  sehingga,  weber  menyarankan  untuk  menggunakan  metode 
interpretative understabding atau yang lebih dikenal sebagai metode Vestehen (Ritzer, 
1980, dan Veeger K, J, 1986) yang analisanya berupa analisa deskriftif. 
Kemudian  pendapat  yang  kedua,  tokohnya  adalah  Emile  Durkheim  yang 
menyatakan  bahwa  ada  tiga  ciri  fakta  sosial  yaitu  (1)  fakta  sosial  berada  diluar 
(external) individu, (2) fakta sosial itu memaksa (coercive) individu dalam melakukan 
suatu  tindakan,  (3)  fakta  sosial  itu  berlaku  umum,  artinya  dirasakan  oleh  banyak 
orang (Johson D,P, 1981; Ritzer, 1980). Berdasar dari tiga sifat itu berarti individu 
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dibentuk  oleh  lingkunganya,  individu  merupakan  salah  satu  hasil  dari  proses 
perkembangan lingkungan. Atau dengan kata lain suatu fakta sosial ditentukan atau 
dibentuk oleh fakta sosial lainnya. Fakta sosial yang dimaksud oleh Emile Durkheim 
misalnya  bahasa,  sistem moneter,  norma-norma  hukum dan lain  sebagainya  yang 
mempengaruhi individu dalam berfikir, bertindak, dan berperasaan. 
Unit  analisa  dari  asumsi  seperti  ini  adalah kelompok atau masyarakat,  dan 
datanya dapat digeneralisasi seperti halnya dengan data dalam penelitian ilmu alam 
(data  empiris).  Metode  penelitiannya  adalah  ”survei”  yang  mengambil  responden 
kelompok atau masyarakat. 
Karena masyarakat itu sendiri pada hakekatnya abstrak, tidak dapat dilihat dan 
diwawancarai,  ia  merupakan  kumpulan  dari  individu-individu  yang  melakukan 
interaksi timbal balik seperti yang dikemukakan oleh Georg Simmel, maka responden 
dari penelitian ini tetap individu, namun yang ditanyakan bukan hal yang menyangkut 
data-data  individu  secara  pribadi,  tetapi  data  yang  menyangkut  fakta  sosial  yang 
mempengaruhinya  dalam melakukan  suatu  tindakan.  Homans  dalam pendiriannya 
tentang  reduksionisme  mengatakan  bahwa  setiap  usaha  untuk  menjelaskan  gejala 
sosial akhirnya harus didasarkan pada proposisi-proposisi mengenai perilaku individu 
(Johnson D,P., 1981). 
Berdasarkan kedua pendekatan di atas, penelitian ini lebih memilih pedekatan 
yang  pertama  karena  penelitian  ini  berangkat  dari  penelitian  kasus  dengan 
menggunakan  pendekatan  kualitatif  terhadap  dampak  sosial  pada  industri  pabrik. 
sikap  dan  mata  pencaharian  masyarakat  sekitar  industri  pabrik  fenomena  ini 
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merupakan  kenyataan  sosial  atau  fakta  sosial.  Penelitian  yang  akan  dilaksanakan 
secara  kualitatif  dengan  memanfaatkan  strategi  fenomenologik.  Fakta  temuan  di 
lapangan dipahami dalam kerangka situasinya secara utuh karena sifatnya fenomena 
dampak sikap dan mata pencaharian masyarakat terhadap pembangunan pabrik yang 
endogeneous,  atau  suatu  hasil  proses  panjang bersamaan  dengan fenomena  sosial 
lainnya. 
Menurut  Moehadjir  (Kamaruddin,  2009:103)  menyatakan  bahwa  dalam 
metodologi  penelitian  kualitatif,  secara  ontologik,  metodologi  postpositivisme 
phenomenologik-interpretatif menuntut pendekatan holistik, mengamati obyek dalam 
konteks,  dalam  keseluruhan,  tidak  diparsialkan,  tidak  dieliminasikan  dari 
integritasnya.  Secara  epistimologi  phenomenologik-interpretatif  menuntut 
menyatunya subyek penelitian dengan obyek penelitian serta subyek pendukungnya. 
Oleh  karena  itu,  keterlibatan  langsung  di  lapangan  dan  menghayati  berprosesnya 
subyek  pendukung  obyek  penelitian  menjadi  syarat  utama  penelitian 
phenomenologik-interpretatif.  Pada  dasarnya,  landasan  teoritis  dari  penelitian 
kualitatif bertumpu pada fenomenologi. Fenomenologi dikemukakan Robert Bogdan 
dan  Steven  J.  Tylor  (1993:17)  menyatakan  bahwa  pandangan  berfikir  yang 
menekankan  pada  fokus  kepada  pengalaman-pengalaman  subyektif  manusia  dan 
interpretasi-interpretasi  dunia. Dalam hal ini,  para fenomenologis ingin memahami 
bagaimana dunia muncul kepada orang lain. Kaum fenomenologi memandang tingka 
laku  manusia  apa  yang  mereka  katakan  dan  mereka  perbuat  sebagai  hasil  dari 
bagaimana mereka  menafsirkan (memahami)  dunianya.  Untuk menangkap makna-
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makna dan tingka laku manusia, kaum fenomenologi berusaha memandang sesuatu 
dari sudut pandang orang itu sendiri. 
Pendekatan  kualitatif  untuk menjelaskan  fenomena  dampak  industri  pabrik 
terhadap  hubungan  masyarakat  lokal  dengan  korporasi  di  dasarkan  pada  fakta 
empiris,  dengan  pertimbangan  bahwa  metode  kualitatif  lebih  mudah  ketika 
dihadapkan dengan kenyataan ganda terutama untuk menjelaskan hakikat hubungan 
antara peneliti  dengan informan. Dengan kata lain, metode kualitatif  di mana data 
yang  dikumpulkan  dianalisis  berdasarkan  interpretasi  peneliti  untuk  memberi 
gambaran serta penjelasan secara komprehensi mengenai fenomena dampak industri-
masyarakat lokal. 
Bertolak dari uraian di atas, penelitian ini menggunakan desain studi kasus (K. 
Yin.  1997)  atau  studi  komunitas  (Abustam,  2010)  karena  obyek  yang  diteliti 
merupakan kasus khusus, yaitu industri pabrik hubungannya dengan masyarakat lokal 
serta dampak yang ditimbulkannya. Studi Kasus (case study) yang dimaksud sebagai 
suatu pilihan terhadap obyek yang akan diteliti oleh Yin (1997) menjelaskan bahwa 
studi  kasus  adalah  desain  guna  meneliti  pertanyaan-pertanyaan  di  mana  peneliti 
memiliki  sendiri  kontrol  untuk  menjawab.  Sedang  studi  komunitas  sebagaimana 
dijelaskan  oleh  Abustam  (2010)  bertujuan  untuk  memperdalam  pengetahuan 
mengenai  sesuatu  gejala  tertentu  atau  mendapat  ide  baru  mengenai  gajala  itu 
(Demikian  studi  ini  dimaksud  untuk  mengembangkan  atau  untuk  mengkonstrukri 
suatu teori (theory-building) yang substantif, maka terdapat beberapa proposisi yang 
dibangun namun tidak dengan maksud untuk dilakukan pengujian. Dengan mengikuti 
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dan  mengambil  model  analisis  komparatif  (Muhadjir,  2000)  menyatakan  sebagai 
desain atau strategi dalam mengungkap realitas sosial secara valid untuk konstruksi 
teori. 
Oleh  karena  itu,  studi  ini  memilih  desain  penelitian  studi  kasus  atau 
komunitas  dalam  mengkaji  Industri  pabrik  dan  dampaknya  dengan  pendekatan 
kualitatif  untuk  memberi  nilai  reliabilitas dan  validitas berdasarkan  hasil  temuan 
dalam studi Reliabilitas dan vadilitas yang dimaksud, selain dapat ditentukan oleh 
pemilihan  desain  dan pendekatan  yang  tepat,  juga  karena  kebenaran  realitas  data 
empirik yang diperoleh dari sumber yang dipercaya.  Sebagai suatu kategori desain 
penelitian,  studi ini,  tidak mudah didisfesifikasi  dari  segi akurasi dan generalisasi. 
Meskipun demikian, dari kedua aspek ini dapat dijelaskan sesuai dengan pandangan 
para ahli, bahwa pemahaman berdasarkan makna, proses pemaknaan, dan produksi 
makna  oleh  interaksionisme  simbolik,  etnometodologi,  dan  etnografi  praktis, 
semuanya  mengarah  pada  penemuan  obyek  yang  spesifik.  Penggunaan  jenis 
penelitian  yang  dimaksud  dengan  analisis  data  secara  induktif-analitik (Penelitian 
Kualitatif),  bertujuan  untuk  mencari  kesamaan-kesamaan  serta  membuat  kategori-
kategori  umum,  melalui  pemberian  makna  secara  ketat  atas  konsep-konsep  yang 
digunakan. 
Kendala yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana harus menjaga 
jarak. Oleh karena itu dalam beberapa perjumpaan dengan informan maupun dalam 
rangka  memahami  fenomena  empirik  di  lapangan  justru  menempuh  sikap  keluar 
(withdrawl) dari setting yang dijadikan subyek penelitian itu sendiri. Hanya dengan 
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cara  demikian  menurut  subyek  peneliti  untuk  dapat  mengungkap  realitas  empirik 
sebagaimana senyatanya atau seperti yang dimaksud oleh peneliti kualitatif sebagai 
pendekatan  realitas  emics (Foster  1978;  12).  Pendekatan  Realitas  emik  berusaha 
memahami  perilaku  individu/masyarakat  dari  sudut  pandang  si  pelaku  sendiri 
(individu  tersebut  atau  anggota  masyarakat  yang  bersangkutan.  Penedekatan  emik 
relatif  lebih  subyektif  dan  bayak  menggunakan  kata-kata  atau  bahasa  dalam 
menggambarkan  perasaan  individu  yang  menjadi  obyek  studi.  Ditambahkan  oleh 
Foster bahwa pendekatan emik mencakup upaya untuk mengkomunikasikan keadaan 
diri-dalam ”inner psychological states” dan perasaan individu yang berkaitan dengan 
suatu perilaku. Dengan asumsi bahwa pelaku suatu tindakan itu lebih tahu tentang 
proses yang  terjadi  dalam dirinya,  dari  pada orang lain.  Hal  ini  dilakukan karena 
hasrat dari peneliti sesungguhnya adalah untuk belajar dari orang (learning from the  
people)  dan  bukan  belajar  tentang  orang  (learning  about  the  people).  Dengan 
demikian  penelitian  berangkat  dasar  penelitian  dengan  studi  kasus  yang  bersifat 
deskriptif  dengan  pendekatan  fenomenologis,  sehingga  peran  peneliti  berfungsi 
sebagai alat pengumpul data yang utama (Moleong, 1998). 
B. Lokasi Penelitian
Pengambilan sampel lokasi penelitian dipilih secara ”purposif sampling” (Ida 
Bagoes  Mantra,  1991)  yakni  pemilihan  dengan  senagaja  lokasi  penelitian  oleh 
peneliti dengan maksud menemukan kelurahan yang sesuai dengan tujuan penelitian. 
Sebagai  pegangan  awal,  dipilih  kelurahan  yang  memiliki  karakteristik  yang 
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mendukung yaitu : Kelurahan pertanian sawah, mata pencaharian penduduk beragam 
dan  kelurahan  berorbitrasi  tinggi.  Maka  dipilihan  dua  kelurahan  sebagai  sebagai 
lokasi  penelitian  yaitu  Keluahan  Daya  Kecamatan  Biringkanaya  dan  Kelurahan 
Kapasa Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan 
kasus 2 kelurahan; dimaksudkan karena Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya 
merupakan lokasi tempat di pusatkannya kegiatan pembangunan industri pabrik PT. 
KIMA; sedangkan Kelurahan Kapasa juga dijadikan lokasi pengembangan industri 
pabrik  PT.  Kima.  Kedua  lokasi  ini  dulunya  adalah  hamparan  perladangan  dan 
persawahan  bahkan  merupakan  pemukiman  warga  atau  tempat  berdomisili,  dan 
keduanya  berada  di  sekitar  kawasan  industri  yang  diduga  terkena  dampak  dari 
eksistensi  keberaadaan  Industri  Pabrik  PT.  KIMA,  baik  secara  langsung  maupun 
tidak  langsung.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menggambarkan  Dampak  Industri 
Pabrik terhadap Sikap dan Mata Pencaharian masyarakat sekitar Industri Pabrik PT. 
KIMA di Kota Makassar.
Dilihat  dari  aspek  aksesbilitasnya  kedua  kelurahan  tersebut  sebagai  lokasi 
penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa lokasi tersebut paling dekat dengan 
Industri Pabrik PT. KIMA sekitar radius 1 km sehingga dipastikan masyarakatnya 
paling terkena dampak secara langsung keberadaan Industri Pabrik PT. KIMA. 
 
C. Teknik Penarikan Responden, dan Informan Penelitian
Teknik Penarikan Responden dalam penelitian adalah  masyarakat  di  lokasi 
sekitar industri pabrik PT. KIMA. Mereka diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu 
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(1) penduduk asli yang tinggal di sekitar industri pabrik PT. KIMA sebelum adanya 
pabrik,  dan (2) masyarakat pendatang.  Pemilihan responden untuk masyarakat  asli 
sebanyak 5 orang untuk Kelurahan Daya Kecamatan  Biringkanaya  dan Kelurahan 
Kapasa Kecamatan Tamalanrea, sedangkan masyarakat pendatang dipilih penduduk 
sebanyak 5 orang baik yang terdapat di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya, 
begitupun di Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea. 
Selanjutnya  teknik  penarikan  informan  dalam penelitian  adalah  ditetapkan 
informan  dipilih  secara  Purposif dan  Snowball.  Secara  purposif,  seleksi  informan 
yang dapat diwawancarai secara mendalam disesuaikan dengan fokus masalah yang 
akan diwawancarai, dengan melihat peran orang tersebut. Misalnya untuk mengetahui 
batasan  komunitas  lokal  perlu  diwawancarai  tokoh  informal  masyarakat  setempat 
(bisa  adat  atau  agama),  dan  dibuatkan  daftar  informan  yang  akan  diwawancara. 
Selanjutnya dari informasi ini bisa ditanya, siapa yang mengetahui masalah-masalah 
tersebut untuk diwawancarai lebih jauh (secara Snowball).
               
D. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data
Data yang dijadikan bahan analisis diperoleh dari dua jenis data yaitu  data 
sekunder  dan  data  primer.  Data  sekunder  meliputi  data  gambaran  kelurahan, 
kecamatan  dan  Kota  makassar  dan  latar  belakang  keadaan  geografis,  demografi, 
struktur  agraria,  struktur  okupasi,  keadaan  sosial-ekonomi  dan pemerintahan  pada 
umumnya.  Adapun  data  primer  mencakup  data  yang  terkandung  di  dalam setiap 
variabel rumusan penelitian. 
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Dalam  memperoleh  data  sekunder  ditempuh  melalui  observasi  dan 
mempelajari  cacatan  resmi  di  kantor  kelurahan,  kantor  kecamatan,  kantor  statistik 
kota madya, kantor PT. Kima dan kantor lainnya di mana ada data yang diperlukan. 
Adapun  data  primer  diperoleh  melalui  penggunaan  teknik  pengisian  pertanyaan 
terbuka  dari  indikator  masing-masing  variabel  penelitian.  Penelitian  ini  bersifat 
deskriptif dengan analisis kualitatif, dengan mengandalkan teknik pengumpulan data 
yang lazim dipakai  dalam bidang Sosiologi  yaitu  observasi  dan indepth-interview 
serta  dokumentasi. Observasi  atau  pengamatan  akan  dilakukan  dengan  tinggal  di 
lokasi  penelitian  untuk  mengamati  secara  langsung  kegiatan  warga  masyarakat 
ataupun orang luar yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya kawasan 
industri. Dengan pengamatan, peneliti diharapkan dapat memahami berbagai faktor 
yang  mendasari  tindakan  para  pelaku.  Interview  mendalam(indepth-interview) 
dilakukan selama penelitian berlangsung, tidak dibuat dalam bentuk koesioner yang 
berstruktur,  tetapi  berupa  daftar  pertanyaan  yang  terbuka  yang  memungkinkan 
informan  menjawabnya  secara  bebas.  Selain  indepth  interview  juga  dilakukan 
pedoman  pertanyaan  (interview  Guide)  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  (Patton 
1980 : 145) dalam pelaksanaannya Penelitian kualitatif observasi sringkali digunakan 
bersamaan  teknik  wawancara  bahkan  juga  analisa  dokumentasi.  Observasi 
memerlukan  suatu  kombinasi  dan  wawancara  .  Ini  penting,  sehingga  pengamat... 
tidak membuat asumsi tentang makna mengenai apa yang mereka observasikan tanpa 
memasukkan persepsi-persepsi obsevasi tentang perilaku mereka sendiri. Juga Denzin 
(  Rulam Ahmadi,  2005 :  103) mengungkapkan hal yang senada,  bahwa observasi 
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adalah  suatu  strategi  lapangan  yang  menyangkut  banyak  hal  yakni 
mengkombinasikan  secara  simultan  analisa  dokumen,  wawancaradan  informan, 
observasi  serta  introfeksi  (Denzin,  1978  :  183).  Pada  kesempatan  wawancara  itu 
peneliti  melakukan  perekaman  secara  teliti.  Informan  dipilih  berdasarkan  atas 
pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya. 
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam  terhadap  pada 
informan yang terpilih,  pengamatan dan diskusi kelompok terpadu. Untuk validasi 
data  dilakukan  triangulasi  sebagai  upaya  members  check.  Yaitu  konfirmasi  ulang 
terhadap  informan  kunci  dalam  memperjelas  informasi  yang  diberikan  maupun 
menambah informasi yang dibutuhkan.  Dalam hal untuk mengkonstruksi suatu teori 
(theory-building) yang substantif,  maka terdapat beberapa proposisi yang dibangun 
namun tidak dengan maksud untuk dilakukan pengujian.  Untuk memperoleh data-
data tersebut penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, mulai bulan Agustus sampai 
akhir oktober 2012. Kegiatan ini dibagi tiga tahap : tahap pengumpulan data sekunder 
berlangsung  selama  setengah  bulan,  tahap  pengumpulan  data  primer  berlangsung 
selama dua bulan dan tahap evaluasi berlangsung selama setengah bulan. 
E. Teknik Analisa Data
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dengan  analisis  kualitatif.  Setelah  data 
diperoleh kemudian dianalisis menurut teknik yang sesuai dengan sifat dari mana data 
yang  diperoleh.  Data  yang  diperoleh  melalui  penggunaan  teknik  observasi  dan 
wawancara (data  primer) tentang tanggapan terhadap keadaan sebelum dan sesudah 
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adanya pembangunan PT. KIMA, tanggapan terhadap situasi pekerjaan dengan besar 
pendapatan keluarga dan asimilasi kelompok minoritas pendatang dengan kelompok 
mayoritas warga masyarakat setempat serta persepsi masyarakat terhadap keberadaan 
PT. KIMA. Begitupun data yang diperoleh melalui teknik koesioner dianalisis dengan 
menggunakan  pendekatan  kuantitaif  dengan  jalan  tabulasi  dan  tidak  di  uji  secara 
statistik.  Data  yang diperoleh  melalui  literatur  yang erat  kaitanya  dengan dampak 
keberadaan industri,  data berupa dokumen kepala keluarga yang menjual tanahnya 
untuk  pembangunan  PT.  KIMA  (data  sekunder).  Data  tersebut  dianalisis 
menggunakan pedekatan deskriptif kualitatif. 
Selain  itu,  penelitian  diharapkan  dapat  mengkaji  dan  menemukan  latar 
belakang  dari  pokok permasalahan  tersebut,  sehingga mampu memberi  asessment 
terhadap persoalan yang dikaji tersebut sehingga akan dapat membuat saran tindak 
terhadap suatu penerapan program bagi masyarakat yang diteliti. Berkenaan dengan 
kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti akan selalu memperhatikan situasi 
dan kondisi  kehidupan sosial  secara keseluruhan,  serta  berbagai  kasus-kasus  yang 
muncul  sebelumnya  sebagai  suatu bahan analisa  dalam usaha mengungkap sistem 
sosial masyarakat yang mereka jadikan pegangan dalam tindakannya itu. Sebelum, 
selama dan sesudah penelitian berakhir, kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah 
Studi  Kepustakaan.  Kegiatan  ini  penting  karena  selama  mengumpulkan  data  dan 
membuat laporan penelitian dapat memperkaya pemahaman mengenai kenyataan atau 
gejala sosial yang ditelitinya.
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F. Instrumen Penelitian
Proposisi dan variabel yang terumus dalam penelitian ini masih mengandung 
konsep-konsep abtrak yang lebih dekat kedunia teori. Karena itu, untuk lebih dekat 
kedunia  empiris  konsep-konsep  itu  perlu  dioperasionalkan  agar  mengena  sasaran 
realita yang diteliti. Langkah ini dilakukan agar peneliti tidak bias terperangkap pada 
teori besar (grant theory) di satu pihak dan empirisme abstrak (abstracted empirism) 
di lain pihak, karena sebagaimana diingat Mills (Lambang Triyono dan nasikun, 1992 
: 51) ”sebuah konsepsi adalah sebuah ide dengan kandungan empiris di dalamnya. 
Jika  ide  terlalu  besar  melebihi  kandungan  empiris,  anda  akan  cenderung  menuju 
perangkap-perangkap teori  besar;  jika kandungan empiris  menelan  ide,  anda akan 
cenderung menuju perangkap empirisme abstrak”. Dijelaskan pula, yang penting bagi 
ahli  sosiologi  untuk  menghindar  dari  dua  perangkap  adalah  ”pentingnya  adanya 
penunjuk  (indices)”.  Di  sini  dibutuhkan  adanya  indikator  dan  alat  ukur  sebagai 
penghubung antara konsep dengan realita. 
Penyusunan instrumen dalam penelitian ini menggunakan sebagian instrumen 
baku (standardized measurement) dan sebagian lain instrumen hasil konsepsi sendiri 
dengan memperhatikan seluas mungkin dimensi yang dikandung tiap-tiap konsep. Ini 
dilakukan dengan pertimbangan,  pertama, sebagian dari variabel yang diteliti sudah 
pernah  digunakan  peneliti  lain  dan  sebagian  lainnya  belum  digunakan.  Kedua, 
penelitian  ini  melihat  proses  dampak  industri  pabrik  yang  ”diinfer”  dari  perilaku 
individu  saat  penelitian  berlansung yang  kemudian  ”ditransfer”  kembali  mewakili 
masyarakat  yang melingkupinya.  Untuk keperluan yang  terakhir  ini,  karena  sukar 
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diperoleh data ”time serice” dan tidak mungkin dilakukan studi panel, di sini dipakai 
studi saat ini juga (one shot study) sedangkan untuk menangkap dampak yang terjadi 
dibuat  pertanyaan  retrospeksi  dengan  jalan  individu  ditanya  tentang  peristiwa, 
kejadian atau perilakunya dimasa lampau (Philip, 1976; 221). 
Beberapa instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
(1) Dampak  Pembangunan.  ”Dampak  Pembangunan”  merupakan  concomitant  
change yaitu  kalau  terjadi  perubahan  dalam  bidang  industri/teknologi  akan 
serentak pula terjadi pada perubahan kehidupan baik dalam bidang sosial-budaya 
dan  politik.  Hasil  perubahan  ini  merupakan  hubungan  perilaku  masyarakat 
dengan lingkungan industri yang konsekuensinya mengubah perilaku sikap dan 
mata  pencaharian  masyarakat  sekitarnya.  Penelitian  yang  untuk  melukiskan 
bagaimana  Dampak  Sosial-budaya  terutama  sikap  masyarakat  sekitarnya 
mengenai  keberadaan  PT.  KIMA  di  Kelurahan  Daya  dan  Kapasa.  Sikap 
masyarakat  menunjukkan unsur-unsur  yang rasional  (logik)  yang  diperlihatkan 
sehari-hari  mengenai  dampak  positif  dan  negatif  terhadap  lingkungan  sekitar 
kawasan (pabrik).
(2) Industrialisasi. Industrialisasi tidak hanya dilihat sebagai modernisasi kota, akan 
tetapi  bagaimana  perusahaan-perusahaan  industri  yang  dibangunan  itu  bisa 
membawa  dampak  yang  dapat  memperbaiki  taraf  hisup  dan  pendapatan 
masyarakat sekitarnya. 
(3) Sikap Masyarakat. Dampak sosial-budaya terhadap sikap masyarakat keberadaan 
korporasi (PT. KIMA) Makassar di satu pihak dapat dilihat sebagai perwujudan 
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masyarakat  yang  menerima  lembaga  korporasi  ini,  dan  yang  menerima 
keberadaannya  tersebut  tentu  golongan  masyarakat  yang  mayoritas  sehingga 
dapat pula berdampak terhadap kehidupan mata pencaharian secara ekonomi, di 
pihak  lain  tentu  ada  golongan  komunitas  lokal  yang  minoritas  atau  sedikit 
menolak keberadaan korporasi tersebut. Golongan yang menolak ini berdampak 
pula  pada  kehidupannya  baik  secara  sosial  dan  budaya.  Golongan masyarakat 
yang  minoritas  inilah  yang  dapat  perhatian  yang  serius.  Selain  hal  tersebut, 
setelah  kita  memasuki  masyarakat  industri  proses  industri  cenderung  ke  arah 
politik-ekonomi  kemudian  ideologi  ini  tidak  tepat  lagi  di  era  sekarang,  kalau 
ideologi ini yang dianut tentu cenderung ke arah pramatisme, dan lebih patal lagi 
akhirnya  mengakibat  ketidak  adilan  pada  komunitas  tersebut.  Disinilah 
masyarakat  mentukan  sikap  untuk  mengantisipasi  pragmatisme  dan  ketidak 
adilan,  tentu  pendekatan  yang  digunakan  adalah  budaya-tradisionalisme  dan 
agama  inipun  cenderung  dihilangkan,  pada  hal  budaya-  tradisionalisme  bisa 
menciptakan kekuatan normatif  dan menumbuhkan etika masyarakat industrial. 
Dengan demikian sikap dalam konteks penelitian ini secara sosiologi merupakan 
tindakan sosial atau fakta sosial.
(4) Penelitian  ini  pula  akan  melukiskan  dampak  sosial  ekonomi  terutama  mata 
pencaharian hidup dan latar belakang budaya, perbandingan jenis usaha dulu dan 
sekarang  yang  dapat  mendukung  masyarakat  untuk  bertahan  hidup  (survival). 
Secara garis besarnya ekosistem yang menyangkut lingkungan mata pencaharian 
merupakan sumber kehidupan masyarakat. Pendirian Industri pabrik tentu terjadi 
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pegeseran  okupasi  dari  on-farm  ke  off-farm,  boleh  jadi  banyak  terdapat 
tergantungnya penduduk sekitar pada ”penyerbu ekonomi uang” (raiding the cash 
economy) dan kemungkinan-kemungkinan marginal atau ”scavenging” (mencari 
sisa-sisa  makanan  dari  kelas  menengah-atas)  dalam  perekonomian  (Scott, 
1983,326-27).  Dapat  pula dilihat  terjadi  pola  pedagang mengambang (floating  
trader)  dalam  pola  kerja  masyarakat  sekitar  industri  pabrik  sebagai  sumber 
pendapatan. 
(5) Status  Sosial  adalah  struktur  stratifikasi yang  diartikan  sebagai  stratifikasi 
berbagai pranata yang ada dengan indikatornya meliputi : (1) adalah diferensiasi 
pekerjaan, (2). status pendidikan, (3). pergeseran status dalam pemilikan tanah. 
Menunjuk  pada  posisi  relatif  seseorang  dalam  masyarakat  berdasar  atas 
penghargaan  sosial  berkenaan  dengan  (1)  rasa  hormat,  (2)  hak  istimewa 
(previlese) dan (3) prestise sosial. Dampak pemetaan sosial yaitu hubungan antara 
korporasi dengan masyarakat lokal. Penduduk migran desa-kota berdampak pada 
perkampungan miskin (slums) yang secara sosiologis dengan pendekatan sosial, 
budaya, ekonomi dan politik terintegrasi dengan komunitas kota tetapi integrasi 
sangat menyakitkan. 
(6) Dampak  Lingkungan  dapat  diartikan  sebagai  adanya  benturan  antara  dua 
kepentingan yaitu  kepentingan pembangunan pabrik dengan kepentingan usaha 
melestarikan  kualitas  lingkungan  yang  baik.  Dalam  konteks  analisis  dampak 
lingkungan, dampak dibagi dua: (1) Dampak pembangunan terhadap lingkungan 
adalah perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum adanya pembangunan dan 
70
yang diperkirakan akan terjadi setelah adanya pembangunan pabrik. Dalam hal ini 
diasumsi  kondisi  lingkungan  dalam keadaan  statis;  (2)  Dampak  pembangunan 
terhadap  lingkungan  adalah  perbedaan  antara  kondisi  lingkungan  yang 
diperkirakan akan terjadi tanpa adanya pembangunan dan yang diperkirakan akan 
terjadi dengan adanya pembangunan. 
(7) Perubahan  Kultural adalah  aspek  ini  mengacu  kepada  perubahan  kebudayaan 
dalam masyarakat, antara lain: adanya perubahan pola pikir, perubahan teknologi, 
kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi, pemijaman 
kebudayaan yang dapat meningkatkan adanya integrasi unsur-unsur baru kedalam 
kebudayaan. Selain diatas hal lain yang akan dicapai penelitian ini adalah dimensi 
pergeseran  kebudayaan  ethnosetrisme-  xenosentrisme dan  culture  laq-culture  
shock. Integrasi menyangkut : penolakan terhadap bentuk-bentuk baru, duplikasi, 
cara  hidup lama dan baru bersama-sama dalam varibel  pola-pola,  penggantian 
bentuk-bentuk lama dengan bentuk-bentuk baru. 
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